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Fatihin, Wanprestasi dalam Kerjasama Pengambilan Barang dan Pembayaran Pada 
Perkara Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN.Pml, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas 
Hukum, Universitas Pancasakti Tegal. 2019. 
Suatu perjanjian yang telah didasarkan persetujuan oleh para pihak tidak 
menutup kemungkinan terjadinya wanprestasi dalam perjalanannya. Wanprestasi 
adalah tidak dilaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya. Terjadinya 
wanprestasi mengakibatkan pihak lain dirugikan, apalagi kalau pihak lain tersebut 
adalah pedagang maka bisa kehilangan keuntungan yang diharapkan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum perjanjian kerjasama 
pengambilan barang dan pembayaran pada putusan nomor 28/Pdt.G/2018/PN.Pml dan 
akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian kerjasama pengambilan barang dan 
pembayaran pada putusan nomor 28/Pdt.G/2018/ PN.Pml. Jenis penelitian yang 
digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan penelitian hukum 
normatif. Sumber data utama yang digunakan adalah data sekunder dengan metode 
pengumpulan data studi kepustakaan dan dokumen. Metode analisis data dilakukan 
secara deduktif dianalisa dengan metode normatif kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Dasar hukum perjanjian kerja sama 
pengambilan barang dan pembayaran pada putusan nomor 28/Pdt.G/2018/PN.Pml, 
yaitu mengacu pada asas kebebasan berkontrak sepanjang telah memenui syarat-syarat 
sahnya perjanjian. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) dan Pasal 1320 
KUH Perdata. Perjanjian kerjasama pengambilan barang dan pembayaran merupukan 
wujud persetujuan Tergugat yang telah mengambil barang kepada Penggugat yang 
dituangkan dalam bukti kuitansi pembayaran dari Bambang Nurpujo sebesar Rp. 
529.468.000,- yang diberikan pada Achmad Faozi Pratama guna pembayaran kartu 
perdana internet Telkomsel tertanggal 26 Februari 2018 yang pada saat itu tidak ada 
pembayaran. 2) Akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian kerjasama pengambilan 
barang dan pembayaran pada putusan nomor 28/Pdt.G/2018/ PN.Pml didasarkan pada 
ketentuan Pasal 1246 KUH Perdata yaitu membayar kerugian yang telah diderita 
Penggugat yaitu menghukum Tergugat untuk membayar hutang sebesar sebesar Rp. 
556.168.000,- secara tunai dan kontan. Sedangkan kerugian immateriil terkait dengan 
keuntungan yang sedianya diperoleh Penggugat jika uang tersebut dibayar tepat waktu 
terhitung sejak bulan Februari 2018 sampai dengan barang-barang tersebut dibayar 
lunas tidak dapat diterima karena Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci baik 
dengan bukti-bukti surat atau pun lainnya. 
Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan 
masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di 
lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. 
 




Fatihin, Default in Collecting Goods and Payment Collaboration in Decision Case 
Number 28/Pdt.G/2018/PN.Pml, Tegal: Law Faculty Faculty of Law Study Program, 
Tegal Pancasakti University. 2019. 
Law Studies Program, Faculty of Law, Pancasakti University, Tegal. 2019. 
An agreement that has been based on agreement by the parties does not rule out the 
possibility of default on its journey. Default is not carried out achievements or 
obligations as it should. The occurrence of default results in the other party being 
harmed, especially if the other party is a trader then can lose the expected profit. 
This study aims to determine the legal basis for the agreement to collect goods 
and payments in the decision number 28/Pdt.G/2018/PN.Pml and the legal 
consequences of default in the agreement to collect goods and payments in the decision 
number 28/Pdt.G/2018/PN.Pml. The type of research used is library research with 
normative legal research approach. The main data source used is secondary data with 
the method of collecting literature and document study data. Data analysis method is 
deductively analyzed using qualitative normative methods. 
The results of the study show that: 1) The legal basis for the agreement on the 
taking of goods and payment in decision number 28/Pdt.G/2018/PN.Pml, which refers 
to the principle of freedom of contract as long as it fulfills the legal conditions of the 
agreement. These provisions are regulated in Article 1338 paragraph (1) and Article 
1320 of the Civil Code. Cooperation agreement on the taking of goods and payment is 
a form of agreement of the Defendant who has taken the goods to the Plaintiff as stated 
in proof of receipt of payment from Bambang Nurpujo of Rp. 529,468,000, which was 
given to Achmad Faozi Pratama for the payment of Telkomsel's internet starter pack 
dated February 26, 2018, at which time there was no payment. 2) The legal 
consequences of default in the cooperation agreement to collect goods and payment in 
the decision number 28/Pdt.G/2018/PN.Pml based on the provisions of Article 1246 of 
the Civil Code that is to pay the loss suffered by the Plaintiff, namely to punish the 
Defendant to pay debts in the amount of Rp. 556,168,000, - in cash and cash. Whereas 
the immaterial losses related to the profits that had been obtained by the Plaintiff if the 
money was paid on time as of February 2018 until the goods were paid in full cannot 
be accepted because the Plaintiff cannot prove in detail either with documentary 
evidence or otherwise. 
Based on the results of this study are expected to be material information and 
input for students, academics, practitioners, and all parties in need in the Faculty of 
Law, University of Pancasakti Tegal. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Manusia tidak bisa menghindarkan diri dari kehidupan bermasyarakat dalam 
memenuhi kebutuhan hidupnya manusia selalu berhubungan antara satu sama 
lainnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hidupnya 
dengan orang lain karena seseorang tidak akan bisa hidup sendiri tanpa orang lain. 
Dengan demikian diperlukan adanya hubungan antara manusia yang satu dengan 
yang lainnya untuk mencapai kebutuhan hidupnya, salah satunya dengan melakukan 
kerjasama/perjanjian.  
Kerja sama pada umumnya berawal terjadinya perbedaan kepentingan para 
pihak yang dipertemukan melalui adanya kesepakatan para pihak. Melalui 
hubungan perjanjian, perbedaan tersebut dapat diakomodir dan selanjutnya dapat 
dibingkai dengan sebuah perangkat hukum sehingga dapat mengikat para pihak. 
Mengenai sisi kepastian hukum dan keadilan, justru akan tercapai apabila perbedaan 
yang ada diantara para pihak dapat terakomodir melalui sebuah mekanisme 
hubungan perikatan yang bekerja secara seimbang dan terarah.1 
Perjanjian merupakan hubungan hukum antara pihak-pihak dalam perjanjian 
dalam bidang harta kekayaan, di mana pihak-pihak dalam perjanjian harus 
memenuhi kewajiban sebagaimana disepakati dalam perjanjian serta berhak 
mendapatkan prestasi sesuai yang diperjanjikan. Perjanjian kerjasama merupakan 
                                                            
1 Hernoko, Agus Yudha, Hukum Perjanjian Azas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial, 
Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008. hal. 1. 
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perjanjian tidak bernama yang diatur di luar KUH Perdata, tetapi terjadi di dalam 
masyarakat. Lahirnya perjanjian kerjasama di dalam praktek adalah berdasarkan 
Pasal 1338 KUH Perdata. Berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, ketentuan 
ini berbunyi “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-
undang bagi mereka yang membuatnya”.  
Kata “semua” berarti meliputi seluruh perjanjian, baik yang namanya dikenal 
maupun yang tidak dikenal oleh undang-undang. Asas kebebasan berkontrak 
berhubungan dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan menentukan “apa” dan dengan 
“siapa” perjanjian itu diadakan dan mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-
pihak yang mengadakan perjanjian.2 Pada dasarnya suatu perjanjian kerjasama ini 
berawal dari suatu perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan diantara para pihak 
yang bersangkutan. Perumusan hubungan perjanjian senantiasa diawali dengan 
proses negosiasi diantara para pihak. Melalui proses negosiasi para pihak berupaya 
menciptakan bentuk-bentuk adanya kesepakatan untuk saling mempertemukan 
sesuatu yang diinginkan (kepentingan) melalui proses tawar menawar tersebut.3 
Kesadaran akan pentingnya perjanjian dalam kehidupan manusia membuat 
manusia menciptakan hukum perjanjian untuk menjamin kepastian hukum bagi 
pihak-pihak dalam perjanjian. KUH Perdata sebagai salah satu sumber hukum telah 
mengatur tata cara perjanjian seperti tercantum dalam Buku II KUH Perdata yang 
terdiri dari suatu bagian umum dan bagian khusus. Bagian umum Bab I sampai 
dengan Bab IV memuat aturan-aturan yang berlaku bagi perjanjian pada umumnya 
                                                            
2 Badrulzaman, Mariam Darus, dkk, Kompilasi Hukum Perikatan, Bandung: Citra Aditya Bakti, 
2001. hal. 84. 
3 Hernoko, Agus Yudha, Op Cit., hal. 1. 
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sedangkan pada Buku III KUH Perdata berisi tentang kebebasan dalam membuat 
perjanjian asalkan bukan merupakan suatu tindakan yang dilarang baik oleh 
perundang-undangan maupun norma yang ada dalam masyarakat Indonesia. 
Perjanjian tidak terbatas hanya antara dua pihak ataupun hanya pihak swasta 
yang diperbolehkan melakukan kegiatan perjanjian, akan tetapi dalam sebuah 
perjanjian diperbolehkan lebih dari dua pihak dan diperbolehkan perjanjian terjadi 
antara pemerintah dan swasta asalkan telah terjadi kesepakatan antara pihak-pihak 
pembuat perjanjian. Perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak akan menjadi 
dasar hukum bagi para pihak dalam perjanjian. Asas kebebasan berkontrak 
merupakan inti daripada perjanjian kerjasama ini yang mengandung pengertian 
bahwa para pihak bebas memperjanjikan apa saja asalkan tidak bertentangan dengan 
undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Lebih jauh lagi para pihak yang 
membuat perjanjian harus mempunyai posisi yang setara dalam memperjuangkan 
hak dan kewajibannya, sehingga kedudukan hak dan kewajiban para pihak menjadi 
seimbang. 
Perjanjian kerjasana bertujuan akan memunculkan perjanjian secara adil dan 
seimbang bagi para pihak dalam hubungan kerjasama, tetapi jika para pihak tidak 
melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya karena adanya perbuatan atas 
wanprestasi berarti prestasinya tidak dilakukan pihak, dengan sendirinya hak dari 
pihak lain menjadi tidak terwujud, dan menimbulkan adanya kerugian. Pihak yang 
dirugikan diberi kesempatan untuk mengajukan gugatan atau tuntutan ke pengadilan 
4 
 
untuk meminta kerugian sebagai upaya pihak yang bersangkutan agar mendapatkan 
pemulihan atas haknya tersebut.4 
 
Salah satu contoh perjanjian yang akan penulis telaah lebih lanjut adalah 
perjanjian kerjasama pengambilan barang dan pembayaran pada kasus perkara 
nomor 28/Pdt.G/2018/PN.Pml. Penggugat dan Tergugat mengadakan kerjasama 
pada bulan Februari 2018 berupa perjanjian jual beli sesuai dengan surat pernyataan 
tertanggal 26 Februari 2018, berdasarkan perjanjian jual beli yang telah 
ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat tersebut telah menempatkan 
Penggugat sebagai penjual dan Tergugat sebagai pembeli. Dalam perjanjian 
tersebut, Tergugat menyerahkan jaminan kepada Penggugat yang pertama berupa 
sebidang tanah dengan SHM No. 529 luas 2105 m² yang terletak di Desa 
Tangkliktengah Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan dan yang kedua 
pada tanggal 19 Juni 2018 Tergugat memberikan oper kontrak/sewa ruko selama 5 
tahun yang terletak di Sukorejo No. 38 Ulujami Pemalang beserta isi ruko (berupa 
ACC HP senilai 15 juta, kuota internet 5 juta dan barang lainnya (TV, Sofa, Etalase) 
senilai 7,5 juta dengan asumsi Tergugat membeli/mengambil barang berupa kartu 
perdana Telkomsel dan belum membayarnya.  
Kerja sama pengambilan barang tersebut, sebelumnya Penggugat mengambil 
barang kepada Tergugat I dan keduanya telah lama saling mengaitkan diri dalam 
pengambilan barang. Namun sampai sekarang Tergugat tidak melakukan 
kewajibannya dalam membayar barang tersebut kepada Penggugat, ketika 
                                                            
4 Raharjo, Handri, Hukum Perjanjian di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Yustisi, 2000. hal. 42. 
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Penggugat memberikan teguran kepada Tergugat, Tergugat tidak mengindahkannya 
dan tidak mengakui kesalahannya sehingga total jumlah hutang Tergugat kepada 
Penggugat sekitar Rp. 556.168.000,- (lima ratus lima puluh enam seratus enam 
puluh delapan ribu rupiah). Dengan demikian Tergugat telah sengaja tidak beritikad 
baik untuk tidak membayar barang tersebut.  
Suatu perjanjian yang telah didasarkan persetujuan oleh para pihak tidak 
menutup kemungkinan terjadinya wanprestasi dalam perjalanannya. Wanprestasi 
(default atau non fulfilment, ataupun yang disebut juga dengan istilah breach of 
contract) adalah tidak dilaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya 
yang dibebankan oleh perjanjian terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang 
disebutkan dalam perjanjian tersebut. Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji 
dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.5 Pelanggaran dapat 
terjadi disebabkan adanya perbuatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum 
dari salah satu pihak yang mengadakan perjanjian dan menimbulkan kerugian, maka 
dapat disepakati dengan jalan penyelesaiannya melalui jalur musyawarah mufakat 
dan bilamana tidak membawakan hasil dari penyelesaian musyawarah mufakat, 
maka dapat ditempuh melalui jalur hukum di pengadilan.6 
Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak yang 
wanprestasi) dirugikan, apalagi kalau pihak lain tersebut adalah pedagang maka bisa 
kehilangan keuntungan yang diharapkan.7 Perjanjian kerjasama harus dilaksanakan 
dengan dasar itikad baik dan rasa kepercayaan satu sama lain yang saling 
                                                            
5 Miru, Achmadi, Hukum Kontrak dan Perancangan Konrak, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 
2007. hal. 74. 
6 Salim, H.S., Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUH Perdata Buku I, Jakarta: Raja 
Grafindo Persada, 2006. hal. 72. 
7  Ibid., hal. 74. 
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mengikatkan diri, merupakan salah satu asas dalam hukum perjanjian ini untuk 
mencapai satu sisi tujuan hukum, yaitu sisi keadilan mencapai sisi kepastian 
hukum.8 Oleh karena itu sisi kepastian hukum dapat dicapai, apabila isi perjanjian 
dilaksanakan secara tegas dan adil. 
Praktik kehidupan masyarakat pada umumnya, norma-norma yang berlaku 
dan larangan sering sekali dilanggar. Pelanggaran yang terjadi dikemudian hari 
dipengaruhi oleh faktor lingkungan, perekonomian yang sangat lemah maupun 
karakter manusia yang mempunyai itikad buruk. Dengan kemajuan teknologi 
dewasa ini, pola kehidupan masyarakat akan terpengaruh dan berkembang secara 
pesat, sehingga dampak negatif yang muncul sangat mempengaruhi kondisi dan 
tatanan kehidupan setiap individu.  
Kegiatan bisnis dalam pembuatan kontrak kerjasama, jika terjadi adanya 
pihak yang merasa dirugikan maka timbul sengketa atau perselisihan para pihak 
mengadakan kontrak karena tidak terpenuhi prestasi, maka menimbulkan dampak 
negatif yang sangat merugikan bagi masing-masing pihak tersebut. Berdasarkan 
uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 
“Wanprestasi dalam Kerjasama Pengambilan Barang dan Pembayaran pada Perkara 
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN.Pml.” 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan pada latar belakang dan judul yang akan diteliti maka penulis 
memfokuskan pada rumusan masalah sebagai berikut: 
                                                            




1. Apa yang menjadi dasar hukum perjanjian kerjasama pengambilan barang dan 
pembayaran pada putusan nomor 28/Pdt.G/2018/PN.Pml? 
2. Bagaimana akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian kerjasama pengambilan 
barang dan pembayaran pada putusan nomor 28/Pdt.G/2018/ PN.Pml? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan 
yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui dasar hukum perjanjian kerjasama pengambilan barang dan 
pembayaran pada putusan nomor 28/Pdt.G/2018/PN.Pml. 
2. Untuk mendeskripsikan akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian kerjasama 
pengambilan barang dan pembayaran pada putusan nomor 28/Pdt.G/2018/ 
PN.Pml. 
D. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis 
maupun secara praktis sebagai berikut: 
1. Manfaat Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk 
menambah khazanah ilmu pengetahuan dan pustaka ilmu hukum terutama 
dalam hukum perdata khusunya pengetahuan yang berhubungan dengan 
perjanjian kerjasama. Hasil penelitian juga dapat dijadikan bahan bacaan, 
referensi, dan acuan bagi penelitian sejenis berikutnya. 
2. Manfaat Praktis, sebagai bahan rujukan masyarakat dalam praktek di lapangan 
mengenai perjanjian kerjasama dan lebih memahami dampaknya wanprestasi 
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dalam perjanjian kerjasama. Masyarakat diharapkan mampu memahami dan 
menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan perjanjian kerjasama. 
Bukan sekedar saling memberikan barang dan menetapkan harga tetapi para 
pihak juga harus mengetahui apakah pihak-pihak dalam perjanjian memiliki 
prestasi untuk menghindari wanprestasi.  
E. Tinjauan Pustaka  
Ilhami, Siti Rafika (2015) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara PT. 
Serasi Autoraya Dengan Audi Variasi, JOM Fakultas Hukum, Vol. II, No. 1, 
Februari 2015. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian 
hukum sosiologis yaitu penelitian terhadap efektifitas hukum yang sedang berlaku. 
Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu untuk memberikan data yang seteliti 
mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Data yang telah 
dikumpulkan dan dikelompokkan akan dianalisis secara kualitatif. 
Hasil penelitian disimpulkan bahwa Audi Variasi tidak berjalan dengan baik, 
karena terdapat wanprestasi yang datang dari kedua belah pihak. Hambatan-
hambatan muncul adalah terlambat dalam pembayaran dan hambatan lainnya 
terdapat pada minimnya jumlah tenaga kerja yang dimiliki oleh Audi Variasi, 
fasilitas Audi Variasi yang tidak memadai dan kecukupan bahan produksi, kualitas 
pekerja dalam melakukan pekerjaan. Akibat hukum apabila para pihak tidak dapat 
melakukan kewajibannya sesuai perjanjian adalah Pihak kedua akan dikenakan 
ganti rugi apabila keliru dalam melakukan pekerjaan. 
Priyono, Ery Agus & Njatrijani, Rinitami (2017) Kajian Hukum Perjanjian 
Kerjasama CV. Saudagar Kopi Dan Pemilik Tempat Usaha Perorangan (Studi 
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Kasus : Mal Ambasador, Jakarta), Diponegoro Law Journal, Vol. 6, No. 2, Tahun 
2017. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian dan penulisan hukum 
ini adalah yuridis empiris. Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian 
Deskritptif Analitis yaitu pemecahan masalah yang diselidiki dengan 
menggambarkan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-
fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. 
Hasil penelitian disimpulkan bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata, 
diatur mengenai kebebasan berkontrak. Kebebasan berkontrak tersebut sebagai 
konsekuensi sistem terbuka dari hukum perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata. 
Kebebasan berkontrak ini membuat bentuk perjanjian diluar KUH Perdata 
berkembang sangat cepat dan beranekaragam sesuai dengan kepentingan para 
pihak, Salah satu perkembangan jenis perjanjian diluar KUH Perdata tersebut adalah 
Perjanjian Kerjasama antara CV Saudagar Kopi dan Martin Suharlie dalam 
menjalankan kegiatan usaha Restoran Ratio Specialty Coffee di Mal Ambassador, 
Jakarta, namun dalam perlaksanaan perjanjian kerjasama ini masih terdapat 
ketidakseimbangan hak dan kewajiban diantara para pihak, yaitu dalam pembagian 
keuntungan dan kewenangan pengelolaan operasional usaha.  
Nanda, Listia (2015) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah 
Desa Rawak Hilir Dengan PT. Multi Jaya Perkasa Kiatak Kecamatan Sekadau Hulu 
Kabupaten Sekadau, Gloria Yuris, Vol. 3, No. 3, (2015). Metode yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah metode empiris dengan pendekatan deskriptif analisis, 
yaitu mengadakan penelitian dengan cara menggambarkan keadaan sebagaimana 
adanya pada saat penelitian ini dilakukan sampai mengambil kesimpulan akhir. Alat 
pengumpul data dengan wawancara kepada divisi manager PT. Multi Jaya Perkasa 
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Kiatak, Kepala Desa Rawak Hilir, dan Ketua Unit Desa (KUD) makmur bersama 
kecamatan sekadau hulu kabupaten sekadau. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian kerjasama 
dengan pola kemitraan inti plasma antara pemerintah desa rawak hilir dengan PT. 
Multi Jaya Perkasa Kiatak menganut pola kemitraan 80% (inti): 20 (plasma) artinya 
80% inti bagian yang didapat perusahaan sedangkan 20% plasma bagian yang 
didapat oleh pemerintah desa dengan lahan kas desa seluas 35,29 ha, kesepakatan 
tersebut dibuat oleh kedua belah pihak sesuai dengan syarat-syarat sahnya suatu 
perjanjian. Namun seiring berjalannya waktu timbul beberapa hambatan 
dikarenakan pemerintah desa tidak melaksanakan isi dari surat perjanjian kerjasama 
tersebut. Faktor penyebab tidak dilaksanakannya perjanjian kerjasama dengan pola 
kemitraan inti plasma antara pemerintah desa rawak hilir dengan PT. Multi Jaya 
Perkasa Kiatak kecamatan sekadau hulu kabupaten sekadau karena pemerintah desa 
melakukan pemagaran dilokasi inti plasma selama 2 bulan tidak ada kegiatan sama 
sekali dengan meminta pola 20% berrsih tanpa ada potongan biaya operasional dan 
angsuran bank lainnya. Akibat hukum terhadap pemerintah desa yang tidak 
melaksanakan perjanjian kerjasama dengan pola kemitraan inti plasma yaitu 
wanprestasi karena yang bersangkutan tidak melakukan apa yang disanggupinya 
akan dilakukannya. Upaya hukum yang ditempuh oleh PT. Multi Jaya Perkasa 
Kiatak terhadap pemerintah desa rawak hilir yang tidak melaksanakan perjanjian 
kerjasama dengan pola kemitraan inti plasma yaitu dengan cara musyawarah sesuai 
dengan isi pasal 9 dalam perjanjian kerjasama tersebut. 
F. Metode Penelitian 
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1. Jenis Penelitian  
Janis penelitian termasuk dalam penelitian kepustakaan (library research) 
yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder, yaitu penelitian yang 
menggunakan data sekunder, sumber datanya dapat diperoleh melalui 
penelusuran dokumen. Penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara 
yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara 
meneliti bahan pustaka yang ada.9 
Penelitian merupakan penelitian kepustakaan karena sumber data 
utamanya berasal dari dokumen, seperti undang-undang, putusan dan lainnya 
sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Penelitian kepustakaan ini bertujuan 
untuk menjelaskan atau mendeskripsikan dasar hukum perjanjian kerjasama 
pengambilan barang dan pembayaran pada putusan nomor 
28/Pdt.G/2018/PN.Pml dan akibat hukumnya apabila terjadi wanprestasi. 
2. Pendekatan Penelitian  
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. 
Penelitian ini mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder 
seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum dan pendapat para sarjana. 
Penelitian normatif bermaksud menjelaskan data yang ada dengan kata-kata atau 
pernyataan. Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas 
hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf 
                                                            
9  Soekanti, Soerjono & Mamuji, Sri, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. 
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009, hal. 13-14.  
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sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan 
hukum.10 
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, 
karena bahan pustaka digunakan sebagai bahan utama, yaitu bahan hukum primer 
yang terdiri dari norma dasar atau kaidah, ketentuan atau peraturan dasar, serta 
peraturan perundang-undangan. Selain itu digunakan pula bahan hukum sekunder 
sebagai data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tertier.  
Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis 
normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap 
peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan. Penelitian 
hukum secara yuridis maksudnya penelitian mengacu pada studi kepustakaan yang 
ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif 
maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan 
normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan 
penerapan dalam prakteknya. Dalam penelitian hukum normatif maka yang diteliti 
pada awalnya data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian tehadap 
data primer di lapangan atau terhadap prakteknya.11  
3. Sumber Data 
Sumber data utama dalam penelitian ini yaitu data sekunder, yang berisi 
segala peraturan yang mengatur tentang perjanjian kerjasama dan akibat hukumnya 
jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian kerjasama pengambilan barang dan 
                                                            
10 Fajar ND, Mukti & Achmad, Yulianto, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, 
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 153. 
11 Ibid., hlm. 51.  
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pembayaran, dalam hal ini difokuskan pada peraturan perundang-undangan  dan  
contoh  putusan  pengadilan.  Data  sekunder dalam penelitian ini terdiri dari atas 
dasar bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan non hukum.  
4. Metode Pengumpulan Data  
Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat 
digunakan oleh peneliti untuk pengumpulan data. Metode pengumpulan data 
merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui 
pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya 
dianalisis sesuai yang diharapkan. Adapun metode pengumpulan data dalam 
penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi dokumen.  
Studi Kepustakaan, diperoleh dari penelitian kepustakaan yang bertujuan 
untuk mendapatkan konsep-konsep atau teori-teori dan informasi-informas serta 
pemikiran konseptual baik berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah 
lainnya.  
5. Metode Analisis Data  
Analisis bahan hukum dilakukan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan 
dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang 
dihadapi. Analisis yang digunakan adalah analisis hukum, yaitu suatu analisis yang 
menggunakan teori-teori hukum, prinsip-prinsip hukum, kaidah-kaidah hukum 
untuk menemukan sebuah preskripsi.  
Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan dan dokumen merupakan 
data tataran yang dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu setelah data terkumpul 
kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis selanjutnya 
dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik 
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kesimpulan secara deduktif dari yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat 
khusus. Analisis data dilakukan dengan cara deskriptif dan eksplanatoris, 
maksudnya bahwa peneliti nantinya akan menggambarkan fakta-fakta dan data-data 
yang didapat dari hasil penelitian. Kemudian ditindak lanjuti dengan menerangkan 
data-data dan fakta-fakta yang sudah digambarkan tersebut. 
 
G. Sistematika Penulisan 
Skripsi yang mengkaji mengenai wanprestasi dalam kerjasama pengambilan 
barang dan pembayaran ini terdiri dari empat bab yaitu: 
Bab I  Pendahuluan 
Bab ini menyajikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 
penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan 
sistematika penulisan. 
Bab II  Tinjauan Konseptual  
Bab ini berisi konsep-konsep teori terkait dengan permasalahan yang 
dibahas, meliputi tinjauan tentang perjanjian, tinjauan umum tentang 
perjanjian kerjasama, dan tinjauan umum tentang wanprestasi. 
Bab III  Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Bab ini akan menguraikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai dasar 
hukum perjanjian kerjasama pengambilan barang dan pembayaran pada 
putusan nomor 28/Pdt.G/2018/PN.Pml dan akibat hukum wanprestasi 
dalam perjanjian kerjasama pengambilan barang dan pembayaran pada 
putusan nomor 28/Pdt.G/2018/ PN.Pml. 
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Bab IV Penutup  
Terdiri atas simpulan dan saran, dalam hal ini akan diuraikan simpulan dan 
saran-saran dari penulis yang bersifat membangun terkait dengan 




TINJAUAN KONSEPTUAL  
A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian 
1. Pengertian Perjanjian 
Peristiwa seseorang berjanji terhadap orang lain, maka perjanjian tersebut 
dapat disebut sebagai janji sepihak di mana hanya satu orang yang wajib 
menyerahkan sesuatu kepada orang lain, sedangkan orang yang dijanjikan tidak 
berkewajiban untuk memberikan suatu balasan. Namun apabila dua orang saling 
berjanji, maka berarti masing-masing pihak berhak untuk menerima apa saja yang 
dijanjikan oleh pihak lain. Hal ini berarti masing-masing pihak dibebani dengan 
kewajiban dan diberikan hak sebagaimana yang dijanjikan.  
Pada umumnya, perjanjian tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu, dapat 
dibuat secara lisan dan tertulis, dan apabila dibuat secara tertulis maka perjanjian 
bersifat sebagai alat pembuktian apabila terjadi perselisihan. Untuk beberapa 
perjanjian, Undang-undang menentukan bentuk tertentu apabila bentuk itu tidak 
dituruti, perjanjian tidak sah.12 Jadi, bentuk tertulis tadi tidaklah hanya semata-mata 
merupakan alat pembuktian saja, tetapi merupakan syarat adanya (bestaanwarde) 
perjanjian. 
Istilah “perjanjian” dalam hukum perjanjian merupakan kesepadanan dari 
“overeenkomst” dalam bahasa Belanda, atau “agreement” dalam bahasa Inggris.13 
                                                            
12  Eddy, Richard, Aspek Legal Properti, Teori, Contoh dan Aplikasi, Yogyakarta: Penerbit Andi, 
2010, hal. 45. 
13  Fuady, Munir, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), Bandung: Citra Aditya 
Bakti, 2007, hal. 2. 
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Istilah “hukum perikatan” dimaksudkan untuk mencakup semua bentuk perikatan 
dalam buku ketiga KUH Perdata, jadi termasuk ikatan hukum yang berasal dari 
perjanjian dan ikatan hukum yang terbit dari undang-undang, maka dengan istilah 
“hukum perjanjian” hanya dimaksudkan sebagai pengaturan tentang ikatan hukum 
yang terbit dari perjanjian saja.14 
Perjanjian merupakan suatu hubungan hukum di bidang harta kekayaan yang 
didasari kata sepakat antara subjek hukum yang satu dengan yang lain, dan di antara 
mereka (para pihak/subjek hukum) saling mengaitkan dirinya sehingga subjek 
hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain 
berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan kesepakatan yang 
telah disepakati para pihak tersebut serta menimbulkan akibat hukum.15 
Pengertian perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji 
kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanjin untuk meakukan suatu 
hal. Dari peristiwa ini timbul suatu hubungan antara dua orang tersebut yang 
dinamakan perikatan. Menurut Subekti, perikatan mempunyai arti yang lebih luas 
dari perjanjian, karena perjanjian hanya merupakan salah satu sumbur hukum dari 
perkatan, di samping yang lahir dari undang-undang. Dengan demikian, perjanjian 
dan undang-undang merupakan peristiwa kongret yang melahirkan yang melahirkan 
perikatan yang abstrak.16 
Perjanjian juga sering disebut sebagi kontara. Kontara adalah peristiwa 
dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan 
                                                            
14  Ibid., hal. 2.  
15  Handri, Raharjo, Hukum Perjanjian di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Yudisia, 2009, hal. 42. 
16 Mardani, Hukum Perikatan Syari’ah di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hal. 6-7. 
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satu perbuatan tertentu, biasanya secara tertulis, para pihak yang sepakat mengenai 
hal-hal yang diperjanjikan, berkewajiban untuk menaati dan melaksanakannya, 
sehinga perjanjian tersebut menimbulkan hubungan hukum yang disebut 
perikatan.17 
Pengertian Perjanjian juga diatur di dalam Bab II Buku III Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak 
atau perjanjian mulai Pasal 1313 sampai dengan Pasal 1351. Pasal 1313 KUH 
Perdata menyatakan bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu 
orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. 
Jadi dari definisi yang dirumuskan di atas, maka suatu perjanjian dimana satu 
orang lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainya. Perjanjian merupakan 
suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang 
itu saling berjanjin untuk meakukan suatu hal. Dari peristiwa ini timbul suatu 
hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan 
2. Syarat Sahnya Perjanjian 
Walaupun perjanjian dinyatakan sah dan lahir apabila telah terjadi 
kesepakatan, akan tetapi masih ada syarat sah nya suatu perjanjian yang telah ditur 
dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Pasal 1320 KUH Perdata merupakan instrumen 
pokok untuk menguji keabsahan kontrak yang dibuat para pihak.18 Syarat-syarat 
sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang berbunyi “kata 
                                                            
17 Saliman, Abdul Rasyid, Hukum Bisnis untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasusu, Jakarta: 
Kencana Pradamedia Group, 2005, hal. 39. 
18  Hernoko, Agus Yudha, Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil. 
Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2014, hal. 157.  
19 
 
sepakat mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk melakukan suatu 
perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal.” Penjelasan empat syarat 
sahnya suatu perjanjian pasal tersebut sebagai berikut: 
a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya 
Kesepakatan para pihak dalam melakukan perjanjian merupakan syarat 
yang mutlak dan dasar awal terjadinya suatu perjanjian. Kesepakatan ini dapat 
terjadi dengan berbagai cara, namun yang paling penting adalah adanya 
penawaran dan penerimaan atas penawaran tersebut.19 Yang dimaksud dengan 
kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau 
lebih dengan pihak lainnya.20  
Pernyataan kehendak tidak selalu harus dinyatakan secara tegas namun 
dapat dengan tingkah laku atau hal-hal lain yang mengungkapkan pernyataan 
kehendak para pihak.21 Suatu kesepakatan kehendak terhadap suatu kontrak 
dimulai dari adanya unsur penawaran (offer) oleh salah satu pihak, diikuti oleh 
penerimaan penawaran (acceptance) dari pihak lainnya sehingga bisa terjadi 
kesepakatan.22 
Terdapat beberapa faktor penyebab cacat pada kesepakatan sesuai Pasal 
1321 KUH Perdata yang berbunyi “tiada suatu persetujuan mempunyai 
kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan pakasaan atau 
penipuan”. Jadi perjanjian tidak memenuhi syarat kesepakatan apabila: 
                                                            
19  Miru, Ahmadi. Op Cit., hal. 14. 
20  H.S, Salim. Op Cit., hal. 33. 
21  Harnoko, Agus Yudha. Op Cit., hal. 162. 
22  Fuady, Munir. Op Cit., hal. 35. 
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1) Kekhilafan. Suatu kesepakatan kehendak dianggap tidak tercapai apabila 
pihak dalam perjanjian melakukan kekhilafan. Kekhilafan dapat terjadi 
mengenai hakikat suatu barang yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian 
maupun terhadap diri orang yang melakukan perjanjian. 
2) Paksaan. Menurut Pasal 1324 KUH Perdata menyatakan bahwa paksaan 
terjadi, bila tindakan itu sedemikian rupa sehingga memberi kesan dan dapat 
menimbulkan ketakutan pada orang yang berakal sehat, bahwa dirinya, 
orang-orang nya, atau kekayaannya, terancam rugi besar dalam waktu dekat. 
Misalnya, terdapat ancaman pembunuhuan, penculikan maupun 
penganiayaan terhadap pihak dalam perjanjian. 
3) Penipuan. Pasal 1328 KUHPerdata (BW) menyebutkan “penipuan 
merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, bila 
penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, 
sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu 
tanpa adanya tipu muslihat. 
Beberapa syarat yang harus dipenuhi agar suatu penipuan dalam kontrak 
dapat menyebabkan pembatalan kontrak yang bersangkutan, yaitu: 
1) Penipuan harus mengenai fakta. 
2)  Penipuan harus terhadap fakta substansial. 
3)  Pihak yang dirugikan berpegang pada fakta yang ditipu tersebut. 
4)  Penipuan termasuk juga nondisclosure. 
5)  Penipuan termasuk juga kebenaran sebagian (half truth). 
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6)  Penipuan termasuk juga dalam bentuk tindakan (positive action).23  
b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan 
Salah satu syarat sah nya kontrak sebagaimana yang dimaksudkan dalam 
Pasal 1320 KUH Perdata adalah bahwa para pihak dalam perjanjian haruslah 
dalam keadaan cakap hukum dalam melakukan perbuatan hukum. Perbuatan 
hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum.24 Dalam suatu 
perjanjian, para pihak dalam perjanjian haruslah mempunyai kemampuan atau 
kecakapan dalam melakukan perbuatan melawan hukum. 
Menurut ketentuan yang berlaku bahwa semua orang cakap (berwenang) 
membuat perjanjian kecuali mereka yang tergolong sebagai berikut : 
1) orang yang belum dewasa; 
2)  orang yang ditempatkan di bawah pengampunan; 
3)  wanita bersuami; 
4)  orang yang dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan 
tertentu. 
c. Suatu pokok persoalan tertentu 
Salah satu syarat dari suatu perjanjian adalah adanya unsur “perihal 
tertentu”. Suatu kontrak objek yang perjanjian harus jelas dan ditentukan oleh 
para pihak, objek perjanjian tersebut dapat berupa barang maupun jasa, namun 
dapat juga berupa tidak berbuat sesuatu.25 KUH Perdata telah mengatur 
mengenai suatu pokok persoalan tertentu/perihal tertentu dengan jelas. Dalam 
                                                            
23  Ibid., hal. 39. 
24  H.S, Salim, Loc Cit. 
25  Miru, Ahmadi, Op Cit., hal. 30 
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Pasal 1332 KUH Perdata ditegaskan bahwa hanya barang yang dapat 
diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok perjanjian. Kemudian dalam 
Pasal 1333 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai 
pokok berupa suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Jumlah 
barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau 
dihitung. 
Pasal 1334 KUH Perdata menjelaskan bahwa barang yang baru ada pada 
waktu yang akan datang, dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Tetapi tidaklah 
diperkenankan untuk melepaskan suatu warisan yang belum terbuka, ataupun 
untuk meminta diperjanjikan suatu hal menjadi warisan itu, sekalipun dengan 
sepakatnya orang yang nantinya akan meninggalkan warisan yang menjadi 
pokok perjanjian itu, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 169, 176, dan 
178. Substansi pasal-pasal tersebut telah memperjelas bahwa dalam melakukan 
suatu perjanjian haruslah dipenuhi hal atau objek tertentu. 
d. Suatu sebab yang tidak dilarang. 
Syarat kausa (oorzaak) yang legal untuk suatu kontrak adalah sebab 
mengapa kontrak tersebut dibuat.26 Sebab yang legal juga merupakan salah satu 
syarat sahnya kontrak, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1320 KUH Perdata.27 
Pasal 1320 KUH Perdata tidak menjelaskan pengertian oorzaak (kausa yang 
halal) untuk suatu perjanjian namun di dalam Pasal 1337 KUH Perdata hanya 
disebutkan kausa yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila 
bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. 
                                                            
26  Fuady, Munir, Op Cit., hal. 72. 
27  Ibid., hal. 72. 
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3. Unsur-Unsur Perjanjian 
Unsur-unsur dalam perjanjian dapat dijadikan pedoman dalam penggolangan 
suatu perjanjian karena banyak jenis perjanjian yang masing-masing bagiannya 
mengandung unsur yang berbeda-beda. Unsur-unsur tersebut antara lain: 
a. Unsur Esensial dalam Perjanjian. Unsur esensial adalah unsur wajib dalam 
perjanjian yang berisi tentang ketentuan-ketentuan berupa prestasi-prestasi yang 
wajib dilakukan oleh pihak-pihak dalam perjanjian. Bagian dari kontrak yang 
esensial ini merupakan bagian utama kontrak tersebut, di mana tanpa bagian 
tersebut, suatu kontrak dianggap tidak pernah ada.28 Contoh : Dalam melakukan 
jual beli ada harga yang telah disepakati. 
b. Unsur Natural dalam Perjanjian. Yang disebut bagian dari kontrak yang Natural 
adalah bagian dari kontrak yang diatur oleh aturan hukum, tetapi aturan hukum 
tersebut hanya aturan yang bersifat mengatur saja.29 Unsur natural pasti ada 
dalam suatu perjanjian setelah unsur esensial nya diketahui secara pasti. 
c. Unsur Aksidental. Unsur aksidental merupakan unsur pelengkap dalam 
perjanjian. unsur ini tidak diatur oleh aturan hukum, tetapi para pihak diberi 
kebebasan dalam melakukan perjanjian. 
4. Asas-asas dalam Perjanjian 
Asas-asas hukum adalah pikiran-pikiran dasar yang ada di dalam dan 
belakang tiap-tiap sistem hukum, yang telah mendapat bentuk sebagai perundang-
undangan atau putusan pengadilan, dan ketentuan-ketentuan dan keputusan itu 
                                                            
28  Ibid., hal. 28 
29  Ibid. 
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dapat dipandang sebagai penjabarannya. Dengan demikian, asas-asas hukum selalu 
merupakan fenomena yang penting dan mengambil tempat yang sentral dalam 
hukum positif.30 
Asas hukum sebagai landasan norma menjadi alat uji bagi norma hukum yang 
ada, dalam arti norma hukum tersebut pada akhirnya harus dapat dikembalikan pada 
asas hukum yang menjiwainya.31 Adapun asas-asas dalam perjanjian adalah sebagai 
berikut: 
a. Asas Kebebasan Berkontrak 
Asas kebebasan berkontrak artinya para pihak bebas membuat 
kontrak/perjanjian dan mengatur sendiri isi perjanjian tersebut sepanjang tidak 
menyalahi aturan perundang-undangan. Karena hukum perjanjian menganut 
sistem terbuka. Sistem terbuka sebagaimana yang dimaksud telah dijelaskan 
dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi”Semua perjanjian yang 
dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang 
membuatnya”.  
Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang menduduki posisi 
sentral di dalam hukum kontrak, meskipun asas ini tidak dituangkan menjadi 
aturan hukum namun mempunyai pengaruh yang sangat kuat dalam hubungan 
kontraktual para pihak.32 Asas ini menjelaskan bahwa setiap orang bebas 
mengadakan suatu perjanjian apa saja sesuai keinginan para pihak dalam 
                                                            
30  Putra Jaya, Nyoman Serikat, Politik Hukum. Semarang: Undip, 2007, hal. 23. 
31  Hernako, Agus Yudha, Op Cit., hal. 103. 
32  Ibid. hal. 108. 
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perjanjian baik perjanjian tersebut sudah diatur dalam perundang-undangan 
maupun belum diatur dalam perundang-undangan. 
Para pihak dalam membuat perjanjian dapat menentukan sendiri klausa-
klausa mengenai isi perjanjian, bentuk perjanjian, dan hal-hal yang terkait 
dengan perjanjian atas dasar kesepakatan bersama. Meskipun para pihak dapat 
secara bebas membuat perjanjian dan menentukan isi perjanjian dengan bebas 
atau menyimpang dari ketentuan KUH Perdata akan tetapi kebebasan ini masih 
dibatasi dengan adanya asas kepatutan. 
b. Asas Konsensualisme 
Asas konsensualisme ini diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata 
yang mensyaratkan sah nya suatu perjanjian yaitu adanya kesepakatan antara 
pihak-pihak dalam perjanjian. Maksud dari asas konsensualisme ini adalah 
bahwa suatu kontrak sudah sah dan mengikat ketika tercapai kata sepakat, 
tentunya selama syarat-syarat sah nya kontrak lainnya sudah dipenuhi.33 Adanya 
kesepakatan antara para pihak dalam perjanjian maka telah melahirkan hak dan 
kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak dalam perjanjian. 
Asas konsensualisme ini tidak berlaku bagi semua jenis kontrak karena 
asas ini hanya berlaku terhadap kontrak konsensual sedangkan terhadap kontrak 
formal dan kontrak riel tidak berlaku.34 
c. Asas Mengikatnya Kontrak (Pacta Sunt Servanda) 
Asas ini mengisyaratkan adanya kepastian hukum dalam suatu perjanjian 
yang menimbulkan akibat dari adanya perjanjian. Asas ini mengikat para pihak 
                                                            
33  Fuady, Munir, Op Cit., hal. 30. 
34  Miru, Ahmadi, Op Cit., hal. 3. 
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dalam perjanjian untuk memenuhi hak dan kewajiban para pihak atas perjanjian 
yang telah disepakati. Asas Pacta Sunt Servanda menganut prinsip berkaitan 
akibat perjanjian yang mengajarkan bahwa perjanjianyang dibuat secara sah 
memiliki ikatan hukum yang bersifat penuh sehingga apabila kesepakatan telah 
tercapai maka para pihak wajib untuk melaksanakannya. 
Asas Pacta Sunt Servanda merupakan asas bahwa hakim atau pihak 
ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, 
sebagaimana layaknya sebuah undang-undang.35 Pihak-pihak yang tidak 
termasuk dalam perjanjian dilarang untuk ikut campur atas perjanjian yang 
disepakati oleh para pihak dalam perjanjian tersebut. 
d. Asas Itikad Baik (Goede Trouw) 
Asas itikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata 
yang berbunyi “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Pemahaman 
terhadap pasal tersebut tidak berdiri dalam kesendiriannya, asas-asas yang 
terdapat dalam pasal tersebut berada dalam satu sitem yang padu dan integratif 
dengan ketentuan-ketentuan lainnya.36  
Asas ini mengisyarakatkan bahwa para pihak dalam perjanjian haruslah 
mengedapankan itikad baik dalam melaksanakan isi perjanjian yang telah 
disepakati bersama, masing-masing pihak dalam perjanjian harus memenuhi hak 
dan kewajibannya sesuai perjanjian. Walaupun itikad baik para pihak dalam 
perjanjian sangat ditekankan pada tahap praperjanjian, secara umum itikad baik 
                                                            
35  H.S, Salim, Op Cit., hal. 10. 
36  Hernako, Agus Yudha, Op Cit., hal. 134. 
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harus selalu ada pada setiap tahap perjanjian sehingga kepentingan pihak yang 
satu selalu dapat diperhatinkan oleh pihak lainnya.37 
e. Asas Kepribadian (Personality) 
Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang 
yang akan melakukan perjanjian hanya untuk kepentingan perseorangan saja.38 
Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 KUH Perdata bahwa pada umumnya 
seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya 
sendiri dan Pasal 1340 KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian hanya 
berlaku antara pihak yang membuatnya. Namun ketentuan tersebut ada 
pengecualinnya seperti yang diintrodusir dalam Pasal 1317 KUH Perdata, 
bahwa “Dapat pula perjanjian dapat diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, 
bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada 
orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu”.39 
5. Macam-macam Perjanjian 
a. Perjanjian Konsensuil, Perjanjian Formil dan Perjanjian Riil 
1) Perjanjian Konsensuil merupakan perjanjian yang dianggap sah kalau sudah 
ada consensus diantara para pihak yang membuat. Perjanjian semacam ini 
untuk sahnya tidak memerlukan bentuk tertentu.40 Contoh: perjanjian jual 
beli dan perjanjian sewa menyewa. 
                                                            
37 Miru, Ahmadi, Op Cit., hal. 7. 
38  H.S, Salim, Op Cit., hal. 12 
39  Ibid., hal. 12. 
40  Rahmawati, Santi. Macam-Macam Perjanjian dan Perikatan. https://santirahma.wordpress. 
com/2016/04/04/macam-macam-perjanjian-dan-perikatan/. diakses tanggal 2 Oktober 2019. 
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2) Perjanjian Formil ialah perjanjian yang harus dilakukan dengan suatu bentuk 
tertentu, dengan cara tertulis.41 Contoh: perjanjian fidusia. 
3) Perjanjian Riil ialah perjanjian yang tidak hanya mensyaratkan kesepakatan, 
namun juga mensyaratkan penyerahan objek perjanjian atau bendanya.42 
Contoh: penitipan barang dan perjanjian pinjam pakai. 
 
b. Perjanjian dengan Cuma-Cuma dan Perjanjian dengan Beban 
1) Perjanjian dengan cuma-cuma menurut Pasal 1314 ayat (2) KUH Perdata 
ialah suatu perjanjian di mana pihak yang satu memberikan suatu 
keuntungan kepada yang lain tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya 
sendiri. Contoh: hibah, pinjam meminjam tanpa bunga dan penitipan barang 
tanpa biaya. 
2) Perjanjian dengan Beban adalah perjanjian yang mewajibkan pihak yang 
satu untuk melakukan prestasi yang harus dilakukan oleh pihak lain.43 
Contoh: jual beli, sewa menyewa dan pinjam meminjam dengan bunga. 
c. Perjanjian Sepihak dan Perjanjian Timbal Balik 
1) Perjanjian Sepihak adalah suatu perjanjian di mana hanya terdapat 
kewajiban pada salah satu pihak saja. Contoh: hibah, perjanjian 
penanggungan dan perjanjian pemberian kuasa tanpa upah. 
                                                            
41  Kadekarisupawan. Hukum Perjanjian. https://kadekarisupawan.wordpress.com/2013/05/05/ 
hukum-perjanjian/. diakses tanggal 2 Oktober 2019. 
42  Budiono, Herlien, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang 
Kenotariatan. Bandung: Citra Aditya, 2010, hal. 46. 
43  Ibid., hal. 59 
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2) Perjanjian Timbal Balik adalah suatu perjanjian yang memberi kewajiban 
dan hak kepada kedua belah pihak. Contoh: perjanjian jual beli.44 
d. Perjanjian Bernama, Tidak Bernama dan Campuran 
1) Perjanjian Bernama (khusus) adalah perjanjian yang mempunyai nama 
sendiri. Maksudnya ialah perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh 
pembentuk undang-undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi 
sehari-hari.45 Contoh: perjanjian jual beli, kredit, dan asuransi. 
2) Perjanjian Tidak Bernama adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus 
di dalam undang-undang.46 Contoh: factoring, perjanjian leaseing dan 
franchising. 
3) Perjanjian Campuran adalah suatu perjanjian yang mengandung berbagai 
unsur perjanjian di dalamnya.47 Contoh: perjanjian pemondokan (kost) yang 
merupakan campuran dari perjanjian sewa menyewa dan perjanjian untuk 
melakukan suatu pekerjaan (mencuci baju, membersihkan kamar dan 
menyetrika baju). 
e. Perjanjian Obligator dan Perjanjian Zakelijk 
                                                            
44  Fransiskus, Gregorius. Hukum Perjanjian dan Contoh Kasus. https://franzgrius.wordpress. 
com/2013/04/09/hukum-perjanjian-dan-contoh-kasus/. diakses pada tanggal 2 Oktober 2019. 
45  Huru-hara. Perjanjian Bernama dan Tidak Bernama dalam Hukum Perikatan. http://nagekeo 
generation.blogspot.co.id/2014/04/perjanjian-bernama-dantidak-bernama.html. diakses tanggal 2 
Oktober 2019. 
46  Budiono, Herlien, Op Cit., hal. 35. 
47  Dianmei’s Blog. Perjanjian. https://dianmei.wordpress.com/2012/06/04/perjanjian. diakses 
pada tanggal 2 Oktober 2019. 
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1) Perjanjian Obligator merupakan suatu perjanjian di mana mengharuskan 
atau mewajibkan seseorang membayar atau menyerahkan sesuatu.48 Contoh: 
penyewa wajib membayar sewa. 
2) Perjanjian Zakelijk merupakan perjanjian penyerahan benda atau lavering 
yang menyebabkan seorang yang memperoleh itu menjadi mempunyai hak 
milik atas benda yang bersangkutan.49 Contoh : balik nama hak atas tanah. 
f. Perjanjian Pokok dan Perjanjian Accesoir 
1) Perjanjian Pokok adalah perjanjian antara debitur dan kreditur yang berdiri 
sendiri tanpa bergantung pada adanya perjanjian.50 Contoh: perjanjian kredit 
bank. 
2) Perjanjian Acceoir adalah perjanjian yang bersifat tambahan dan dikaitkan 
dengan perjanjian pokok.51 Contoh: perjanjian gadai, pembebanan jaminan 
dan tanggungan. 
B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Kerjasama  
1. Perjanjian Kerjasama 
Perjanjian kerjasama berasal dari kata perjanjian dan kerjasama. Perjanjian 
menurut Van Dunne adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih 
berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.52 Kerjasama adalah 
                                                            
48  Greengirl is girlicious. Hukum Perjanjian. http://meizis.blogspot.co.id/2010/04/hukum-
perjanjian.html. Diakses pada tanggal 2 Oktober 2019. 
49  Rahmawati, Santi. Macam-Macam Perjanjian dan Perikatan. https://santirahma.wordpress. 
com/2016/04/04/macam-macam-perjanjian-dan-perikatan/. diakses tanggal 2 Oktober 2019. 
50  Law File. Catatan Rangkuman Hukum Jaminan. http://lawfile.blogspot.co.id/2011/12/catatan-
rangkuman-hukum-jaminan.html. diakses pada tanggal 2 Oktober 2019. 
51  Jingga Saeani, Izra. Sifat Perjanjian Jaminan. http://izrajingasaeani.blogspot.co.id/2013/02/ 
sifat-perjanjian-jaminan.html. Diakses pada tanggal 2 Oktober 2019. 
52  Ilhami, Siti Rafika, Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara PT. Serasi Autoraya Dengan 
Audi Variasi, JOM Fakultas Hukum, Vol. II, No. 1, Februari 2015, hal. 5.  
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suatu interaksi yang sangat penting bagi manusia karena hakekatnya manusia tidak 
dapat hidup sendiri tanpa orang lain sehingga ia senantiasa membutuhkan orang 
lain. Kerjasama dapat berlangsung manakala satu orang atau kelompok yang 
bersangkutan memiliki kepentingan yang sama dan memiliki kesadaran untuk 
bekerjasama guna mencapai kepentingan mereka tersebut.53 
Perjanjian kerjasama merupakan perjanjian tidak bernama, yaitu perjanjian-
perjanjian yang tidak diatur di dalam KUH Perdata, tetapi terdapat di dalam 
masyarakat. Jumlah perjanjian ini tidak terbatas dengan nama yang disesuaikan 
dengan kebutuhan pihak-pihak yang mengadakannya. Lahirnya perjanjian ini di 
dalam praktek adalah berdasarkan asas kebebasan berkontrak, mengadakan 
perjanjian.54 Pasal 1319 KUH Perdata berbunyi “Semua perjanjian, baik yang 
mempunyai nama khusus, maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, 
tunduk pada peraturan-peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang 
lalu.” Perjanjian kerjasama berasal dari kata perjanjian dan kerjasama. Perjanjian 
kerjasama adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mengikatkan dirinya 
atas kesepakatan-kesepakatan yang di buat. Perjanjian kerjasama dapat dibedakan 
menjadi tiga pola yaitu: 
a. Usaha bersama (joint venture). Joint venture adalah merupakan bentuk 
kerjasama umum, dapat dilakukan pada hampir semua bidang usaha, dimana 
                                                            
53  Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan 
Pengembangan Bahasa), Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka. 2010, hal. 729. 




para pihak masing-masing menyerahkan modal untuk membentuk badan usaha 
yang mengelola usaha bersama.55 Contoh: pendirian suatu pabrik. 
b. Kerjasama operasional (joint operational). Join operational adalah perjanjian 
antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing sepakat untuk melakukan 
suatu usaha bersama dengan menggunakan aset dan atau hak usaha yang 
dimiliki dan secara bersama menanggung resiko usaha tersebut.56 Contoh: 
Kerjasama antara PT Telkom dengan PT Maju Mundur untuk pengembangan 
jaringan pemasangan telepon baru, pelaksanaanya dibentuk PT Jaya. 
c. Operasional sepihak (single operational). Single operational merupakan bentuk 
kerjasama khusus dimana bidang usahanya berupa “bangunan komersial”.57 
Contoh: Investor yang membangun suatu bangunan di atas tanah milik pihak 
lain untuk jangka waktu tertentu. 
Kerjasama bisnis secara kontraktual merupakan suatu bentuk kerjasama yang 
berlandaskan atas kontrak-kontrak yang dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah 
pihak yang bekerja sama.58 Pihak-pihak dalam perjanjian/kontrak dapat berupa 
orang perseorangan atau badan usaha yang berbadan hukum. Salah satu contoh 
perjanjian kerjasama yaitu perjanjian Pengambilan Barang dan Pembayaran pada 
kasus nomor 28/Pdt.G/2018/PN.Pml, dimana Tergugat mengambil barang berupa 
Kartu Perdana Telkomsel dari Penggugat, dan Penggugat mengambil barang kepada 
                                                            
55  Creativersity. Bentuk Usaha. creativersity.blogspot.com/2012/11/bentuk-usaha.html?m=1. 
diakses pada tanggal 2 Oktober 2019. 
56  Ignatiusedy’s Blog. Joint Operation. https://ignatiusedy.wordpress.com/2009/07/30/joint-
operation/. diakses pada tanggal 2 Oktober 2019. 
57  Creativersity. Bentuk Usaha. creativersity.blogspot.com/2012/11/bentuk-usaha.html?m=1. 
diakses pada tanggal 2 Oktober 2019. 
58  HS, Salim, Op Cit., hal. 173. 
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Turut Tergugat I, keduanya saling mengaitkan diri dalam pengambilan barang. 
Perjanjian tersebut tertuang dalam Kuwitansi Pembayaran.  
2. Penafsiran Perjanjian Kerjasama 
Pasal 1342 sampai dengan Pasal 1351 KUH Perdata telah mengatur mengenai 
penafsiran suatu perjanjian. Suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam 
perjanjian haruslah dapat dimengerti dan dipahami isinya. Namun tidak menutup 
kemungkinan apabila suatu isi perjanjian tidak dimengerti oleh para pihak dalam 
perjanjian. Isi perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu : 
a. Kata-katanya jelas, dan 
b. Kata-katanya tidak jelas sehingga menimbulkan bermacam-macam 
penafsiran.59 
Apabila dalam perjanjian kata-kata nya sudah jelas maka tidak diperbolehkan 
untuk mengartikannya secara menyimpang dari maksud kata-kata tersebut, akan 
tetapi apabila kata-kata dalam perjanjian tidak jelas maka dapat dilakukan 
penafsiran terhadap isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Untuk melakukan 
penafsiran, beberapa aspek berikut harus diperhatikan: 
a. Jika kata-katanya dalam perjanjian memberikan berbagai penafsiran, selidiki 
maksud para pihak yang membuat perjanjian (Pasal 1343 KUH Perdata). 
b. Jika suatu janji memberikan berbagai penafsiran, selidiki pengertian yang 
memungkinkan perjanjian tersebut dapat dilaksanakan (Pasal 1344 KUH 
Perdata) 
                                                            




c. Jika kata-kata dalam perjanjian mengandung dua macam pengertian, pilih 
pengertian yang paling sesuai dengan sifat perjanjian (Pasal 1345 KUH 
Perdata). 
d. Apabila terjadi keragu-raguan, tafsirkan menurut kebiasaan dalam negeri atau 
di tempat dibuatnya perjanjian (Pasal 1346 KUH Perdata). 
e. Jika ada keragu-raguan, perjanjian harus ditafsirkan atas kerugian yang meminta 
diperjanjikan sesuatu hal, dan untuk keuntungan orang yang mengikatkan 
dirinya untuk itu (Pasal 1329 KUH Perdata).60 
Penafsiran perjanjian dilakukan apabila terjadi sengketa antara para pihak dan 
atas sengketa tersebut, tidak ada pengaturan yang jelas dalam perjanjian yang 
disepakati para pihak.61 Ini bukan berarti bahwa perjanjian belum mengikat para 
pihak atau sendirinya batal demi hukum. Karena Pengadilan dapat mengisi 
kekosongan hukum tersebut melalui penafsiran untuk menemukan hukum yang 
berlaku bagi pihak yang membuat perjanjian. 
3. Berakhirnya Perjanjian Kerjasama 
Ketentuan tentang berakhirnya suatu perjanjian dapat ditemukan di dalam 
KUH Perdata. Secara khusus dalam Pasal 1381 disebutkan sepuluh berakhirnya 
perjanjian, yaitu: 
a. Pembayaran (betaling). Pengertian pembayaran atau betaling dalam hal ini 
harus dipahami secara luas dan tidak boleh diartikan dalam arti sempit. 
Mengartikan pembayaran hanya terbatas pada “pelunasan hutang” semata-mata 
                                                            
60  Ibid., hal. 113. 
61  Ibid., hal. 144. 
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tidaklah selamanya benar.62 Karena ditinjau dari segi yuridis teknis, tidak 
selamanya harus berbentuk sejumlah uang atau barang tertentu, bisa saja dengan 
pemenuhan jasa atau pembayaran dengan bentuk tak terwujud atau yang 
immaterial.63 Pada dasarnya pembayaran hanya dapat dilaksanakan oleh yang 
bersangkutan saja, namun Pasal 1328 KUH Perdata menyebutkan bahwa 
pembayaran dapat dilakukan oleh orang lain. Dengan demikian Undang-undang 
tidak mempersoalkan siapa yang harus membayar, akan tetapi yang penting 
adalah hutang itu harus dibayar. 
b. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan 
(konsignasi). Penawaran dan penerimaan pemenuhan prestasi sebelum 
waktunya dapat menjadi sebab bereakhirnya perjanjian, misalnya perjanjian 
pinjam meminjam yang pembayarannya dilakukan dengan cicilan, apabila pihak 
yang berhutang dapat membayar semua jumlah pinjamannya sebelum jatuh 
tempo, maka perjanjian dapat berakhir sebelum waktunya.64 Cara ini biasanya 
dilakukan jika kreditur menolak menerima pembayaran. Ini dimaksudkan untuk 
menolong atau melindungi debitur yang ingin membayar, tetapi kreditur tidak 
mau menerimanya. 
c. Pembaharuan hutang (novatie/novasi). Pembaharuan hutang dapat 
menyebabkan berakhirnya perjanjian, sebab munculnya perjanjian baru 
menyebabkan perjanjian lama yang diperbaharui berakhir.65 Pembaharuan ini 
bukan hanya penggantian objek perjanjian yang lama akan tetapi juga 
                                                            
62  HS., Salim. Op Cit., hal. 169. 
63  Ibid. 
64  Ibid. 
65  Arto, Sugi. Berakhirnya Suatu Perjanjian. http://artonang.blogspot.co.id/2016/08/ 
berakhirnya-suatu-perjanjian.html. diakses pada tanggal 2 Oktober 2019. 
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penggantian subjek perjanjian yang baru. Akibat dari adanya novasi adalah 
debitur lama yang telah dibebaskan dari kewajiban oleh kreditur tidak dapat 
meminta pembayaran kepada debitur lama, sekalipun debitur yang baru telah 
dinyatakan pailit ataupun dinyatakan tidak dapat melakukan perbuatan hukum. 
d. Perjumpaan hutang (kompensasi). Perjumpaan hutang atau kompensasi adalah 
merupakan cara menghapuskan hutang dengan memperhitungkan utang-piutang 
masing-masing pihak sehingga salah satu perikatan menjadi hapus. Kompensasi 
merupakan sesuatu yang dipertimbangkan sebagai suatu yang sebanding.66 
Kompensasi bertujuan untuk dimungkinkannya pembayaran sebagian serta 
memberikan kepastian pembayaran dalam keadaan pailit. Syarat terjadinya 
kompensasi: 
1) kedua-duanya berpokok pada sejumlah uang; atau 
2) berpokok pada jumlah barang yang dapat dihabiskan dari jenis yang sama; 
atau 
3) kedua-duanya dapat ditetapkan dan ditagih seketika.67 
e. Percampuran hutang (konfusi). Pencampuran hutang diatur dalam Pasal 1436 
KUH Perdata sampai dengan Pasal 1437 KUH Perdata. Percampuran hutang 
adalah percampuran kedudukan sebagai orang berhutang dengan kedudukan 
sebagai kreditur menjadi satu. 
f. Pembebasan hutang. Pembebasan hutang adalah perbuatan hukum di mana 
dengan itu kreditur melepaskan hak nya untuk menagih piutangnya dari 
                                                            
66  Mangkunegara, Anwar Prabu, Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan. Bandung:. 
Remaja Rosda Karya. 2011, hal. 83.  
67  HS., Salim, Op Cit., hal. 170. 
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debitur.68 Pembebasan hutang diatur dalam Pasal 1438 KUH Perdata sampai 
dengan Pasal 1443 KUH Perdata. 
g. Musnahnya barang yang terhutang. Jika barang yang menjadi objek suatu 
perjanjian musnah, maka perjanjian itu menjadi hapus asal musnahnya barang 
bukan karena kesalahan si berhutang dan debitur harus membuktikannya. 
h. Kebatalan atau pembatalan. Tidak terpenuhinya syarat sah nya perjanjian dapat 
menyebabkan perjanjian berakhir, misalnya karena pihak yang melakukan 
perjanjian tidak memnuhi syarat kecakapan hukum.69 Terjadinya pembatalan 
suatu perjanjian yang tidak diatur perjanjian hanya dapat terjadi atas dasar 
kesepakatan para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata atau 
dengan putusan pengadilan yang didasarkan pada Pasal 1266 KUHPerdata.70 
i. Berlakunya suatu syarat batal. Yang dimaksud dengan syarat batal adalah suatu 
syarat yang jika tidak dipenuhi, maka perjanjian itu menjadi batal atau perjanjian 
itu tidak pernah ada. 
j. Lewat waktu (daluwarsa). Daluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh 
sesuatu atau dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya waktu tertentu 
dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. 
C. Tinjaun Umum tentang Wanprestasi 
1. Pengertian Wanprestasi 
                                                            
68  Amana, Abi. Pembebasan Utang Dan Pencampuran Utang. http://legalstudies71.blogspot. 
co.id/2015/09/pembebasan-utang-dan-percampuran-utang.html. diakses pada tanggal 2 Oktober 2019. 
69  Arto, Sugi. Berakhirnya Suatu Perjanjian. http://artonang.blogspot.co.id/2016/08/ 
berakhirnya-suatu-perjanjian.html. diakses pada tanggal 2 Oktober 2019. 
70  Ibid. 
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Perikatan yang bersifat timbal balik, senantiasa menimbulkan sisi aktif fan sisi 
pasif.71 Sisi aktif menimbulkan hak bagi kreditor untuk menuntut pemenuhan 
prestasi, sedangkan sisi pasif menimbulkan beban kewajiban bagi debitur untuk 
melaksanakan prestasinya.72 Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi 
baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja wanprestasi 
dapat terjadi karena karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut 
atau juga karena terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut. Wanprestasi 
berhubungan erat dengan adanya perjanjian antar pihak. 
Wanprestasi atau yang dalam ranah hukum perdata Indonesia sering disebuat 
dengan ingkar janji atau cedera janji berasal dari bahasa Belana yaitu dari kata 
“wan” yang diartikan tidak ada kata “prestasi” yang diartikan perstasi/ kewajiban 
jadi wan perestasi bearti perstasi yang buruk atau tidak memenuhi kewajiban 
sebagaimana yang telah diperjanjikan.73  
Wanprestasi merupakan kebalikan dari pengertian prestasi. Dalam bahasa 
Inggris untuk wanprestasi ini sering disebut dengan “default” atau “nonfulfillment” 
atau “breach of contract”. Yang dimaksudkan adalah tidak dilaksanakannya suatu 
prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang telah disepakati bersama. 
Konsekuensi yuridis dari tindakan wanprestasi adalah timbulnya hak dari pihak 
yang dirugikan dalam kontrak tersebut untuk menuntut ganti kerugian dari pihak 
yang telah merugikannya, yaitu pihak yang telah melakukan wanprestasi tersebut.74 
                                                            
71  Hernako, Agus Yudha, Op Cit., hal. 260. 
72  Ibid., hal. 260. 
73  Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermas, 2007 hal. 46. 
74  Fuady, Munir, Pengantar Hukum Bisnis, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005, hal. 17 
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Menurut Pasal 1234 KUH Perdata yang dimaksud dengan prestasi adalah 
seseorang yang menyerakan sesuatu melakukan sesuatu,dan tidak melakukan 
sesuatu, sebaliknya ddiangap wanprestasi bilah seorang: 
a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukanya. 
b. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan. 
c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat. 
d. Melakukan sesuatu yang menurut kontrak tidak boleh di lakukan.75 
Wanprestasi tidak lepas dar masalah pernyataan lalai (ingbrekke stelling) 
maupun kelalian (verzuim). Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap 
timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan 
wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar 
tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.76 Tindakan 
wanprestasi ini bisa terjadi karena: 
a. Kesengajaan 
b. Kelalaian 
c. Tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan atau kelalaian) 
Berbeda dengan hukum pidana atau hukum tentang perbuatan melawan 
hukum, hukum perjanjian tidak begitu membedakan apakah suatu perjanjian tidak 
dilaksanakan karena adanya unsur kesalahan dari para pihak atau tidak. Akibat 
umumnya tetap sama, yaitu pemberian ganti rugi dengan perhitungan-perhitungan 
tertentu, kecuali tidak dilaksanakannya perjanjian karena alasan-alasan force 
                                                            
75  Saliman, Abdul Rasyid, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus, Jakarta: 
Kencana Pradamedia Group, 2005, hal. 41. 
76  Fuady, Munir, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), Bandung: Citra Aditya 
Bakti, 2007, hal. 87. 
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majuere, yang umumnya memang membebaskan pihak yang tidak memenuhi 
prestasi (untuk sementara atau selama-lamanya).77  
Wanprestasi mempunyai hubungan yang erat dengan somasi.78 Somasi adalah 
teguran dari si berpiutang (kreditur) kepada si berutang (debitur) agar dapat 
memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara 
keduanya.79 Somasi merupakan peringatan kepada pihak yang lalai atau tidak bisa 
memenuhi kewajibannya berdasarkan suatu perjanjian kerjasama yang telah dibuat 
sebelumnya.  
Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi 
oleh kreditur atau juru sita. Somasi itu minaml telah dilakukan sebanyak tiga kali 
oleh kreditur atau juru sita.80 Pemberian somasi dilakukan dengan harapan agar 
pihak yang disomasi menyadari kelalainnya dan menyelesaikan kewajibannya 
sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati. Menurut Pasal 1238 KUH 
Perdata, bentuk somasi antara lain:  
a. Surat perintah tersebut berasal dari hakim berbentuk penetapan yang akan 
diberitahukan secara lisan kepada pihak yang lalai melalui juru sita. 
b. Akta sejenis, akta ini dapat berupa akta di bawah tangan maupun akta notaris. 
c. Berdasarkan kekuatan dari perikatan itu sendiri. 
Apabila pihak yang wanprestasi tidak mengindahkan somasi sebanyak tiga 
kali maka pihak yang merasa dirugikan dapat membawa persoalan tersebut ke 
Pengadilan. Pengadilan lah yang nanti akan memutuskan apakah persoalan tersebut 
                                                            
77  Ibid., hal. 88 
78  HS., Salim, Op Cit., hal. 98. 
79  Ibid., hal. 96. 
80  Ibid., hal. 99. 
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termasuk wanprestasi atau tidak. Dalam mengadili perkara wanprestasi hasil akhir 
tergantung dari kebijakan hakim dalam mengadili perkara. Terdapat beberapa 
kritesia dasar pedoman bagi hakim dalam mengeluarkan kebijakannya, antara lain : 
a. Kelayakan kompensasi. Kelayakan kompensasi akan dilihat ketersediaan 
kompensasi bagi pihak yang dirugikan karena wanprestasi. Apabila tidak cukup 
baik tersedia kompensasi atau sulit menghitung ganti rugi, maka pelaksanaan 
kontrak substansial akan sulit diakui.81 
b. Hilangnya keuntungan yang diharapkan. Semakin besar keuntungan yang hilang 
atas ketidaksempurnaan pelaksanaan perjanjian maka semakin besar pula 
kemungkinan terjadinya wanprestasi.  
c. Bagian kontrak yang dilaksanakan. Pelaksanaan prestasi dapat menjadi tolak 
ukur kemugkinan terjadinya wanprestasi oleh pihak dalam perjanjian. 
d. Kesengajaan untuk tidak melaksanakan kontrak. Apabila ada bagian kontrak 
yang tidak dilaksanakan dengan unsur kesengajaan (bukan karena kelalaian atau 
sebab-sebab lain yang mengandung unsur itikad baik), unsur kesengajaan mana 
biasanya terlihat dari dengan sengaja mengabaikan kotraknya, atau dengan 
sengaja memasang material yang tidak memenuhi standar, dapat dikatakan 
bahwa dia belum melaksanakan kontrak secara substansial.82 
e. Kesediaan untuk memperbaiki prestasi. Apabila pihak yang melakukan 
wanprestasi mempunyai niat dan dapat memperbaiki prestasinya, maka 
dianggap tidak terjadi wanprestasi yang bersifat material. 
                                                            
81  Fuady, Munir, Op Cit., hal. 92. 
82 Ibid., hal. 92-93. 
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f. Keterlambatan melaksanakan prestasi. Apabila keterlambatan melaksanakan 
perestasi sangat merugikan pihak lain dalam perjanjian maka wanprestasi 
bersifat material. Akan tetapi secara umum keterlambatan pelaksanaan prestasi 
tidak dianggap sebagai wanprestasi yang bersifat material. 
2. Akibat Hukum Wanprestasi 
Apabila seseorang telah tidak melaksanakan prestasinya sesuai ketentuan 
dalam kontrak, maka pada umumnya (dengan beberapa perkecualian) tidak dengan 
sendirinya dia telah melakukan wanprestasi. Apabila tidak ditentukan lain dalam 
kontrak atau dalam undang-undang maka wanprestasinya si debitur resmi terjadi 
setelah debitur dinyatakan lalai oleh kreditur (ingebrekestelling) yakni dengan 
dikeluarkannya “akta lalai” oleh pihak kreditur (lihat Pasal 1238 KUH Perdata). 
Ada empat akibat dari wanprestasi, antara lain: 
a. Perikatan tetap ada. Kreditur dapat menuntut kepada debitur pelaksaan prestasi 
apabila debitur terlambat atau tidak melaksanakan prestasi sesuai kesepakatan 
semula. Kreditur berhak pula untuk menuntut ganti rugi kepada debitur akibat 
ketertambatan maupun tidak terselesainya prestasi. 
b. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur seperti yang telah diatur 
dalam Pasal 1243 KUH Perdata. 
c. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan ini timbul setelah 
debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari 
pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak diperkenankan untuk berpegang 
pada keadaan memaksa. 
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d. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan 
diri dari kewajiban memberikan kontra prestasi dengan menggunakan Pasal 
1266 KUH Perdata. 
3. Tuntutan Ganti Rugi Atas Dasar Wanprestasi 
Apabila tuntutan ganti rugi akibat dari adanya wanprestasi dalam perjanjian 
maka harus ada ikatan perjanjian antara penggugat dan tergugat, pihak ketiga yang 
tidak ada dalam perjanjian tidak dapat menuntut adanya ganti rugi dengan alasan 
wanprestasi. Ganti rugi yang diperoleh dari wanprestasi merupakan akibat tidak 
terpenuhinya kewajiban utama atau kewajiban sampingan (kewajiban atas prestasi 
atau kewajiban jaminan atau garansi) dalam perjanjian.83 Ada dua sebab timbulnya 
ganti rugi, yaitu ganti rugi karena wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.84  
Ganti rugi karena wanprestasi diatur dalam Buku III KUH Perdata, yang 
dimulai dari Pasal 1246 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1252 KUH Perdata. 
Dalam tanggung gugat berdasarkan adanya wanprestai, kewajiban untuk membayar 
ganti rugi tidak lain daripada akibat penerapan ketentuan dalam perjanjian yang 
merupakan ketentuan hukum yang oleh kedua pihak secara sukarela tunduk 
berdasarkan perjanjiannya.85 
Ganti rugi wanprestasi tidak bisa terlepas dari istilah somasi yaitu peringatan 
untuk melakukan ganti rugi akibat dari adanya wanprestasi oleh salah satu pihak 
dalam perjanjian. Somasi diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata dan Pasal 1243 
KUH Perdata. Pasal 1249 KUH Perdata menyatakan bahwa penggantian ganti rugi 
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85  Miru. Ahmadi, Loc Cit. 
44 
 
yang disebabkan karena wanprestasi hanya ditentukan dalam bentuk uang. Namun 
dalam perkembangannya menurut para ahli dan yurisprudensi bahwa kerugian dapat 
dibedakan menjadi dua macam yaitu ganti rugi materiil dan ganti rugi inmateriil. 
Kerugian materiil adalah suatu kerugian yang diderita kreditur dalam bentuk 
uang/kekayaan/benda, sedangkan kerugian inmateriil adalah suatu kerugian yang 
diderita oleh kreditur yang tidak bernilai uang, seperti rasa sakit. Hal-hal yang dapat 
dituntut oleh kreditur kepada debitur yang telah melakukan wanprestasi: 
a. Kreditur dapat meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur 
b. Kreditur dapat menuntut prestasi disertai ganti rugi, hanya meungkin kerugian 
karena keterlambatan (HR 1 November 1918) 
c. Kreditur dapat menuntut pembatalan perjanjian 
d. Kreditur dapat meuntut pembatalan perjanjian disertai ganti rugi kepada debitur. 
Ganti rugi itu berupa pembayaran uang denda.86 
                                                            
86  HS., Salim, Op Cit., hal. 99. 
45 
BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Dasar Hukum Perjanjian Kerjasama Pengambilan Barang dan Pembayaran 
pada Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN.Pml. 
Perjanjian kerjasama merupakan salah satu bentuk perjanjian yang tidak 
diatur secara khusus pada ketentuan Buku III KUH Perdata sehingga tidak memiliki 
nama khusus. Perjanjian kerjasama didasarkan pada asas kebebasan berkontrak 
karena tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Perjanjian kerjasama 
merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mengikatkan dirinya atas 
kesepakatan-kesepakatan yang di buat. 
Pengambilan barang dan pembayaran antara orang atau badan hukum dengan 
perseorangan atau badan hukum lainnya, diatur secara umum dalam KUHPerdata 
dalam hal terjadi kesepakatan antara para pihak untuk melakukan pengambilan 
barang dan pembayaran harus sesuai dengan persyaratan perjanjian sebagaimana 
aturan Pasal 1320 KUH Perdata. Perjanjian pengambilan barang dan pembayaran 
dibuat didasarkan pada bulan Februari 2018 Penggugat dan Tergugat mengadakan 
kerjasama berupa perjanjian jual beli sesuai dengan surat pernyataan tertanggal 26 
Februari 2018 (sudah terperinci daam kuitansi), dalam perjanjian tersebut 
Penggugat sebagai penjual dan Tertugat sebagai Pembeli.  
Tergugat menyerahkan jaminan kepada Penggugat yang pertama berupa 
sebidang tanah dengan SHM 529 luas 2105 m² yang terletak di Desa Tangkliktengah 
kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan dan yang kedua pada tanggal 19 
Juni 2018 Tergugat memberikan oper kontrak/sewa ruko selama 5 tahun yang 
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terletak di Sukorejo No. 38 Ulijami Pemalang beserta isi ruko (berupa ACC HP 
senilai 15 juta, kuota internet 5 juta dan barang lainnya (TV, Sofa, Etalase) senilai 
7,5 juta) dengan asumsi Tergugat membeli/mengambil barang berupa Kartu 
Perdana Telkomsel (sudah terperinci dalam bukti tertulis) dan belum membayarnya. 
Pengambilan barang tersebut, sebelumnya Penggugat mengambil barang 
kepada Turut Tergugat dan keduanya telah lama saling mengaitkan diri dalam 
pengambilan barang. Namun Tergugat tidak melakukan kewajibannya dalam 
membayar barang tersebut kepada Penggugat, dan ketika Penggugat memberikan 
teguran kepada Tergugat, Tergugat tidak mengindahkannya dan tidak mengakui 
kesalahannya, sehingga total jumlah hutang Tergugat kepada Penggugat sekitar Rp. 
556.168.000,- (lima ratus lima puluh enam seratus enam puluh delapan ribu rupiah), 
dengan demikian Tergugat telat sengaja tidak beritikad baik untuk tidak membayar 
barang tersebut. 
Perjanjian jual beli yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat bahwa 
Tergugat menyerahkan jaminan kepada Penggugat berupa sebidang tanah dengan 
SHM No. 529, karena bukti Fotokopi Sertifikat Hak Milik tersebut tidak ada bukti 
aslinya sebagai mana dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 36009 K/Pdt/1985 
yang menyatakan bahwa “Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak 
pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti.” Oleh 
karenanya perjanjian jual beli yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat tidak 
dipertimbangkan atau dengan kata lain dikesampingkan.  
Dilihat dari konsep kerjasama antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat 
mengambil barang berupa Kartu Perdana Telkomsel hingga total jumlah hutang 
Tergugat kepada Penggugat senilai Rp. 556.168.000,- (lima ratus lima puluh enam 
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seratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan jaminan sebidang tanah dengan 
SHM No. 529 dengan luas 2105 m² yang terletak di Desa Tangkliktengah 
Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan dan yang kedua memberikan oper 
kontrak/sewa ruko selama 5 tahun yang terletak di Sukorejo No. 38 Ulijami 
Pemalang beserta isi ruko (berupa ACC HP senilai 15 juta, kuota internet 5 juta dan 
barang lainnya (TV, Sofa, Etalase) senilai 7,5 juta) dengan asumsi Tergugat 
membeli/mengambil barang berupa Kartu Perdana Telkomsel (sudah terperinci 
dalam bukti tertulis) dan belum membayarnya. 
Prinsip atau asas hukum kontrak meliputi “asas konsensualisme, asas 
kepercayaan, asas kekuatan mengikat, asas persamaan hak, asas keseimbangan, asas 
moral, asas kepatutan, asas kebiasaan dan asas kepastian hukum”. Prinsip 
konsensualisme, prinsip kepercayaan, prinsip persamaan hak, prinsip 
keseimbangan, terletak pada syarat sahnya kontrak adalah kesepakatan atau sepakat 
mereka yang mengikatkan dirinya sebagaimana dalam Pasal 1320 angka 1 KUH 
Perdata. Di dalam suatu kontrak, para pihak mengungkapkan kehendak mereka 
dalam bentuk janji. Kenyataan bahwa orang menutup kontrak karena dilandasi suatu 
tujuan atau maksud tertentu. Keterjalinan dan kepercayaan para pihak dibentuk oleh 
para pihak. Keterikatan dan kekuatan mengikat setelah disepakati kontrak yang 
bersangkutan. Melalui suatu kontrak, maksud dan tujuan para pihak dapat tercapai. 
Prinsip kepastian hukum bahwa kontrak mengikat bagi para pihak 
sebagaimana tercermin dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, karena perjanjian 
yang dibuat secara sah berlaku bagi para pihak yang membuatnya, sehingga 
mengikat para pihak, yang mencerminkan prinsip kekuatan mengikat. Oleh karena 
itu, sebagaimana dalam Pasal 1338 ayat (2) bahwa suatu perjanjian tidak dapat 
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ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan 
yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Kontrak yang dibuat secara 
sah, mengandung prinsip moral, karena harus dengan itikat baik sebagaimana 
tercermin dalam Pasal 1338 ayat (3) bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan 
dengan itikad baik. Selain itu, kontrak mengandung prinsip kepatutan, prinsip 
kebiasaan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1339 KUH Perdata bahwa “suatu 
perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di 
dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, 
diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang”. 
Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat yaitu berupa kuitansi, 
sebagai berikut: 
1. Fotokopi sesuai dengan aslinya kuitansi pembayaran dari Bambang Nurpujo 
sebesar Rp. 529.468.000,- (lima ratus dua puluh sembilan juta empat ratus enam 
puluh delapan ribu rupiah) yang diberikan pada Achmad Faozi Pratama guna 
pembayaran kartu perdana internet Telkomsel tertanggal 26 Februari 2018. 
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya kuitansi pembayaran dari Bambang Nurpujo 
sebesar Rp. 26.700.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) yang 
diberikan pada Achmad Faozi Pratama guna pembayaran kartu perdana internet 
Telkomsel dan kekurangan pengambilan server tertanggal 17 April 2018. 
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya kuitansi pembayaran dari Bambang Nurpujo 
sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang 
diberikan pada Achmad Faozi Pratama guna jual beli over kontrak/sewa ruko 
selama 5 tahun yang terletak di Sukorejo No. 38 depan Masjid Asyuhada 
Ulujami Pemalang dan isi ruko berupa accessories handphone senilai Rp. 
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15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kuota internet senilai Rp. 5.000.000,- 
(lima juta rupiah) dan barang lainnya/TV, sofa senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh 
juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 19 Juni 2018. 
Kuitansi merupakan suatu alat penerimaan sejumlah uang yang 
ditandatangani oleh penerima, lalu diserahkan kepada yang membayar dan dapat 
digunakan sebagai alat bukti transaksi. Dalam hal ini sebagai bukti transaksi antara 
Penggugat dengan Tergugat, dimana hal tersebut didukung pula dengan keterangan 
saksi-saksi Penggugat Akhmad Nizar dan M. Asolihun yang pada intinya 
menerangkan bahwa “penggugat membawa kartu perdana dalam bentuk box yang 
jumlahnya banyak sekali karena pada waktu itu dia membawanya dengan 
menggunakan mobil yang dikendarai oleh Penggugat dan barang tersebut diberikan 
kepada Tergugat dan pada waktu itu tidak ada pembayaran.” 
Keterangan tersebut tidak dibantah oleh Tergugat di persidangan dan 
Tergugat juga tidak mengajukan bukti-bukti surat maupun bukti saksi-saksi. Hak ini 
menjadi dasar bahwa Tergugat mempunyai hutang kepada Pengugat yang sampai 
sekarang belun dibayar atas pengambilan barang dan pembayaran. Berdasarkan 
hubungan bukti-bukti surat Penggugat dengan saksi-saksi Penggugat bahwa 
semuanya saling bersesuaian, saling berkaitan satu sama lain sehingga pokok-pokok 
keterangan yang diberikan saksi-saksi tersebut dapat dikatakan sebagai suatu 
kebenaran atas suatu fakta peristiwa hukum bahwa Tergugat dalam pengambilan 
barang dan belum terbayarkan.  
Merujuk pada Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian 
yaitu: kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat 
suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu dan suatu sebab yang tidak dilarang 
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maka Perjanjian Kerjasama Pengambilan Barang dan Pembayaran telah memenuhi 
unsur syarat sahnya perjanjian. 
Unsur kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya telah terpenuhi dengan 
penandatanganan yang dilakukan oleh para pihak dalam kuwitansi pembayaran. 
Bukti tersebut mengisyaratkan telah disepakati oleh para pihak dengan segala 
ketentuan isi perjanjian yang dibuat. Para pihak dalam perjanjian secara sadar tanpa 
paksaan melakukan perjanjian pengambilan barang dan pembayaran. Perjanjian 
yang sah menurut Pasal 1320 KUH Perdata bukan hanya telah terjadinya 
kesapakatan, para pihak yang cakap hukum, terdapat objek dalam perjanjian akan 
tetapi juga harus mengandung suatu sebab yang tidak dilarang baik oleh aturan 
perundang-undangan, kesusilaan maupaun ketertiban umum. Itu artinya, tidak 
diperbolehkannya suatu perjanjian apabila objek yang diperjanjikan merupakan hal-
hal yang dilarang. 
Perjanjian pengambilan barang dan pembayaran telah memenuhi syarat 
sahnya perjanjian yang keempat yaitu bukan merupakan suatu sebab yang dilarang. 
Hal ini karena apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut tidak dilarang 
maupun melanggar ketertiban umum, kesusilaan serta merugikan orang lain. 
Dengan terpenuhnya syarat sah nya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH 
Perdata, maka perjanjian pengambilan barang dan pembayaran dinyatakan sah 
menurut hukum yang berlaku serta mengikat pihak-pihak dalam perjanjian dengan 
segala akibat hukumnya. 
Suatu perjanjian tidak hanya harus memenuhi syarat sahnya perjanjian 
semeta. Perjanjian merupakan hubungan hukum antara pihak-pihak dalam 
perjanjian dalam bidang harta kekayaan, di mana pihak-pihak dalam perjanjian 
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harus memenuhi kewajiban sebagaimana disepakati dalam perjanjian serta berhak 
mendapatkan prestasi sesuai yang diperjanjikan. Perjanjian kerjasama merupakan 
perjanjian tidak bernama yang diatur di luar KUH Perdata, tetapi terjadi di dalam 
masyarakat. Lahirnya perjanjian kerjasama di dalam praktek adalah berdasarkan 
Pasal 1338 KUH Perdata. Berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, ketentuan 
ini berbunyi “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-
undang bagi mereka yang membuatnya”.  
Kata “semua” berarti meliputi seluruh perjanjian, baik yang namanya dikenal 
maupun yang tidak dikenal oleh undang-undang. Asas kebebasan berkontrak 
berhubungan dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan menentukan “apa” dan dengan 
“siapa” perjanjian itu diadakan dan mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-
pihak yang mengadakan perjanjian.87 Pada dasarnya suatu perjanjian kerjasama ini 
berawal dari suatu perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan diantara para pihak 
yang bersangkutan. Perumusan hubungan perjanjian senantiasa diawali dengan 
proses negosiasi diantara para pihak. Melalui proses negosiasi para pihak berupaya 
menciptakan bentuk-bentuk adanya kesepakatan untuk saling mempertemukan 
sesuatu yang diinginkan (kepentingan) melalui proses tawar menawar tersebut.88 
Kesadaran akan pentingnya perjanjian dalam kehidupan manusia membuat 
manusia menciptakan hukum perjanjian untuk menjamin kepastian hukum bagi 
pihak-pihak dalam perjanjian. KUH Perdata sebagai salah satu sumber hukum telah 
mengatur tata cara perjanjian seperti tercantum dalam Buku II KUH Perdata yang 
                                                            
87 Badrulzaman, Mariam Darus, dkk, Kompilasi Hukum Perikatan, Bandung: Citra Aditya Bakti, 
2001. hal. 84. 
88 Hernoko, Agus Yudha, Op Cit., hal. 1. 
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terdiri dari suatu bagian umum dan bagian khusus. Bagian umum Bab I sampai 
dengan Bab IV memuat aturan-aturan yang berlaku bagi perjanjian pada umumnya 
sedangkan pada Buku III KUH Perdata berisi tentang kebebasan dalam membuat 
perjanjian asalkan bukan merupakan suatu tindakan yang dilarang baik oleh 
perundang-undangan maupun norma yang ada dalam masyarakat Indonesia. 
Berdasarkan uraian di atas maka dapat penulis simpulkan bahwa dasar hukum 
perjanjian kerja sama pengambilan barang dan pembayaran pada putusan nomor 
28/Pdt.G/2018/PN.Pml, yaitu mengacu pada asas kebebasan berkontrak sepanjang 
telah memenui syarat-syarat sahnya perjanjian. Ketentuan tersebut diatur dalam 
Pasal 1338 ayat (1) dan Pasal 1320 KUH Perdata. Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata 
menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai 
undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sedangkan syarat-syarat sahnya 
perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang berbunyi “kata sepakat 
mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk melakukan suatu perikatan, suatu 
hal tertentu, suatu sebab yang halal.” 
Perjanjian kerjasama pengambilan barang dan pembayaran merupukan wujud 
persetujuan Tergugat yang telah mengambil barang kepada Penggugat yang 
dituangkan dalam bukti fotokopi sesuai dengan aslinya kuitansi pembayaran dari 
Bambang Nurpujo sebesar Rp. 529.468.000,- (lima ratus dua puluh sembilan juta 
empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang diberikan pada Achmad Faozi 
Pratama guna pembayaran kartu perdana internet Telkomsel tertanggal 26 Februari 
2018. Adapun syarat-syarat terpenuhinya perjanjian tersebut, antara lain: 
1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.  
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Kesepakatan para pihak dalam melakukan perjanjian merupakan syarat 
yang mutlak dan dasar awal terjadinya suatu perjanjian yaitu diterimanya 
pengambilan barang berupa Kartu Perdana Internet Telkomsel tertanggal 26 
Februari 2018 senilai Rp. 529.468.000,- (lima ratus dua puluh sembilan juta 
empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah) oleh Tergugat. Hal ini dibuktikan 
dengan fotokopi kuitansi pembayaran dari Bambang Nurpujo (Penggugat) yang 
diberikan kepada Achmad Faozi Pratama (Tergugat) tertanggal 26 Februari 
2018. Bukti tersebut membuktikan adanya kesepakatan yang mengikat yaitu 
Tergugat mengambil barang kepada Penggugat. 
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan 
Para pihak dalam perjanjian haruslah dalam keadaan cakap hukum dalam 
melakukan perbuatan hukum. Para pihak dalam perjanjian pengambilan barang 
dan pembayaran tersebut mempunyai kemampuan atau kecakapan dalam 
melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu sudah dewasa yang dibuktikan 
dengan bukti Kartu Identitas dari Penggugat dan Tergugat.  
3. Suatu pokok persoalan tertentu.  
Suatu kontrak objek yang perjanjian harus jelas dan ditentukan oleh para 
pihak, objek perjanjian tersebut dapat berupa barang maupun jasa, namun dapat 
juga berupa tidak berbuat sesuatu. Suatu perjanjian harus mempunyai pokok 
berupa suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu 
tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung. 
Adapun objek dari perjanjian pengambilan barang tersebut yaitu berupa Kartu 
Perdana Internet Telkomsel senilai Rp. 529.468.000,- (lima ratus dua puluh 
sembilan juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah). 
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4. Suatu sebab yang tidak dilarang.  
Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-
undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Sebab perjanjian pada kasus nomor 
28/Pdt.G/2018/PN.Pml merupakan kerjasama dimana Tergugat mengambil 
barang pada Penggugat, dimana barang tersebut merupakan usaha Tergugat 
yaitu ruko accesoris HP dan kuota internet. Sehingga kerjasama kedua belah 
pihak saling mengaitkan satu sama lain yang saling menguntungkan dan tidak 
bertentangan dengan undang-undang.  
Adanya kesapakatan yang telah tercapai, dan ditandatanganinya kuitansi 
sebagai suatu alat bukti pembayaran sejumlah uang yang diterima dan diserahkan 
kepada yang membayar dan dapat digunakan sebagai bukti transaksi. Dimana dalam 
hal ini kuitansi tersebut sebagai bukti transaksi antara Penggugat dan Tergugat 
dengan didukung oleh para saksi dan tidak dibantah oleh Tergugat bahwa pada 
transasksi tersebut tidak ada pembayaran. Perjanjian tersebut telah memenuhi syarat 
sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata yang dilandasi dengan 
kepercayaan kedua belah pihak dalam perjanjian.  
 
 
B. Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Kerjasama Pengambilan 
Barang dan Pembayaran pada Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/ PN.Pml. 
Bentuk perjanjian kerjasama pengambilan barang dan pembayaran pada 
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN.Pml, dibuat secara tertulis yang berisi tentang 
jual beli dengan waktu pembayaran sesuai yang ditentukan atau dengan kata lain 
pengambilan barang dan pembayaran/setoran barang, dimana Penggugat sebagai 
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penjual atau penyetor barang dan Tergugat sebagai pembeli atau pengambil barang. 
Perjanjian tersebut dijabarkan secara rinci hanya dalam kuitansi. Pelaksanaan 
perjanjian kerjasama dimungkinkan terdapat kendala yang berujung wanprestasi 
oleh salah satu pihak dalam perjanjian akibat kelalaian atau kegagalan sesuai 
rencana awal.  
Sesuai ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata dinyatakan bahwa “tiap-tiap 
perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, dan untuk tidak 
berbuat sesatu”. Kerjasama pengambilan barang dan pembayaran pada putusan 
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN.Pml, merupakan perjanjian. Suatu perjanjian 
adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, 
dan dari peristiwa itu, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang 
dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang 
yang membuatnya. Perikatan merupakan suatu perhubungan hukum antara dua 
orang atau lebih, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hak 
dari pihak yang lain. 
Hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu 
menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan dinyatakan oleh Pasal 
1233 KUH Perdata bahwa “tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, 
baik karena undang-undang.” Pada kasus nomor 28/Pdt.G/2018/PN.Pml, perjanjian 
yang dituangkan dalam kuitansi antara Penggugat dan Tergugat menimbulkan suatu 
perikatan yaitu hubungan kerjasama antara Penggugat dan Tergugat, dimana 
Penggugat menyediakan barang, dengan kata lain Tergugat mengambil barang 
kepada Penggugat berupa Kartu Perdana Telkomsel. Kewajiban Tergugat yaitu 
menyetorkan hasil penjualan Kartu Perdana Telkomsel tersebut kepada Penggugat, 
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dimana Penggugat juga harus menyetorkan hasil penjualan tersebut kepada Turut 
Tergugat I.  
Perjanjian kerjasama yang dibuat secara sah, mempunyai kekuatan hukum 
yang sah, mempunyai nilai dan mempunyai kekuatan yang mengikat bagi para pihak 
yang membuatnya. Hal ini merupakan prinsip konsensualisme yang terdapat dalam 
kontrak kerjasama, dan merupakan landasan hukum yang terdapat dalam Pasal 1338 
ayat (1) KUH Perdata bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku 
sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.  
Sebagaimana yang dijabarkan dalam Pasal 1234 KUH Perdata bahwa suatu 
perikatan atau perjanjian atau kontrak harus dilaksanakan dan ditepati 
pelaksanaannya. Artinya bahwa kontrak pengadaan barang pemerintah harus 
dilaksanakan atau dipenuhi isi kontrak kerjasama. Tujuan daripada kontrak 
kerjasama pengambilan barang dan pembayaran sesuai dengan kehendak yang telah 
disetujui oleh para pihak. Pelaksanaan isi dari pada kerjasama pengambilan barang 
dan pembayaran bisa dilakukan sendiri oleh para pihak, dilakukan dengan bantuan 
orang lain, dan bisa juga pemenuhan prestasi kerjasama tersebut dilakukan oleh 
pihak ketiga untuk kepentingan dan atas nama debitur (penyedia barang). Artinya 
pihak penyedia barang melaksanakan kewajibannya memenuhi isi kerjasama, yang 
ukurannya didasarkan pada prinsip kepatutan atau etikat baik. Artinya, penyedia 
barang dalam hal ini  
Penggugat telah melaksanakan kewajibannya menurut yang sepatutnya yaitu 
menyediakan barang (Kartu Perdana Telkomsel) sesuai permintaan Tergugat, dan 
selayaknya menurut semestinya sesuai dengan ketentuan yang telah disetujui 
bersama yaitu pengambil barang (Tergugat) menyetorkan hasil penjualan barang 
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tersebut. Apabila pihak penerima barang tidak melakukan pelaksanaan prestasi 
sebagaimana ditentukan dalam kerjasama pengambilan barang dan pembayaran, 
atau telah lalai, sehingga terlambat dari jadwal yang ditentukan atau dalam 
melaksanakan prestasi tidak menurut sepatutnya atau selayaknya (dalam hal ini 
menyetorkan hasil penjualan barang), maka penerima barang, dapat dikatakan 
melakukan wanprestasi. 
Wanprestasi berarti tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dalam Pasal 
1234 KUH Perdata bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, 
untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Wanprestasi adalah 
pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak 
menurut selayaknya. Berdasarkan pengertian tersebut, maka penerima barang 
disebut dan berada dalam keadaan wanprestasi. Penerima barang atau tergugat pada 
kasus nomor 28/Pdt.G/2018/PN.Pml, yang bersangkutan dalam melakukan 
pelaksanaan kerjasama pengambilan barang dan pembayaran telah lalai, sehingga 
terlambat dari waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi yang 
ditentukan dalam kerjasama pengambilan barang dan pembayaran tidak menurut 
sepatutnya atau selayaknya. Artinya Tergugat tidak melakukan kewajibannya dalam 
membayar barang tersebut kepada Penggugat. 
Pengambil barang (Tergugat) dinyatakan wanprestasi, apabila dinyatakan 
lalai berdasarkan teguran bahwa yang bersangkutan dalam keadaan lalai, seperti 
diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata bahwa si berutang adalah lalai, apabila ia 
dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu dinyatakan lalai atau demi 
perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang akan harus 
dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Dengan merujuk pada pasal 
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tersebut, mengenai bentuk pernyataan lalai dapat berbentuk teguran. Pada kasus ini 
Penggugat sudah memberikan teguran kepada Tergugat, namun Tergugat tidak 
mengindahkannya dan tidak mengakui kesalahannya, sehingga total jumlah hutang 
Tergugat kepada Penggugat sekitar Rp. 556.168.000,- (Lima ratus lima puluh enam 
seratus enam puluh delapan ribu rupiah), dengan demikian Tergugat telah sengaja 
tidak beritikad baik untuk tidak membayar barang tersebut.  
Apabila penerima barang (Tergugat), sudah diperingatkan atau sudah dengan 
tegas ditagih janjinya, maka jika ia tetap tidak melakukan prestasinya, dan penerima 
barang tetap berada dalam keadaan lalai atau alpa, terhadap penerima barang dapat 
dikenakan sanksi berupa ganti rugi, pembatalan perjanjian, bunga, dan peralihan 
resiko. Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya perikatan, 
sesuai ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata, barulah diwajibkan, apabila penerima 
barang, setelah dinyatakan lalai memenuhi kerjasama pengambilan barang dan 
pembayaran, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuat 
dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya. 
Ganti rugi karena wanprestasi diatur dalam Buku III KUH Perdata, yang 
dimulai dari Pasal 1246 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1252 KUH Perdata. 
Dalam tanggung gugat berdasarkan adanya wanprestai, kewajiban untuk membayar 
ganti rugi tidak lain daripada akibat penerapan ketentuan dalam perjanjian yang 
merupakan ketentuan hukum yang oleh kedua pihak secara sukarela tunduk 
berdasarkan perjanjiannya.89 
                                                            
89  Miru. Ahmadi, Loc Cit. 
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Ganti rugi wanprestasi tidak bisa terlepas dari istilah somasi yaitu peringatan 
untuk melakukan ganti rugi akibat dari adanya wanprestasi oleh salah satu pihak 
dalam perjanjian. Somasi diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata dan Pasal 1243 
KUH Perdata. Pasal 1249 KUH Perdata menyatakan bahwa penggantian ganti rugi 
yang disebabkan karena wanprestasi hanya ditentukan dalam bentuk uang. Namun 
dalam perkembangannya menurut para ahli dan yurisprudensi bahwa kerugian dapat 
dibedakan menjadi dua macam yaitu ganti rugi materiil dan ganti rugi inmateriil. 
Kerugian materiil adalah suatu kerugian yang diderita kreditur dalam bentuk 
uang/kekayaan/benda, sedangkan kerugian inmateriil adalah suatu kerugian yang 
diderita oleh kreditur yang tidak bernilai uang, seperti rasa sakit. Hal-hal yang dapat 
dituntut oleh kreditur kepada debitur yang telah melakukan wanprestasi: 
1. Kreditur dapat meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur 
2. Kreditur dapat menuntut prestasi disertai ganti rugi, hanya meungkin kerugian 
karena keterlambatan  
3. Kreditur dapat menuntut pembatalan perjanjian 
4. Kreditur dapat meuntut pembatalan perjanjian disertai ganti rugi kepada debitur. 
Ganti rugi itu berupa pembayaran uang denda.90 
Pada kasus nomor 28/Pdt.G/2018/PN.Pml, dengan tidak terpenuhinya 
kewajiban bayar Tergugat kepada Penggugat tersebut. Penggugat akhirnya belum 
membayar setoran barang kepada Turut Tergugat I, sehingga total keterlambatan 
Penggugat ke Turut Tergugat sebesar Rp. 556.168.000,- (Lima ratus lima puluh 
enam seratus enam puluh delapan ribu rupiah). Tergugat tidak pernah lagi menyetor 
                                                            
90  HS., Salim, Op Cit., hal. 99. 
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hasil penjualan tersebut, Penggugat telah mengalami kerugian materiil dan kerugian 
imateriil adapun rinciannya sebagai berikut: 
1. Kerugian imateriil yaitu akibat dari hutang Tergugat kepada Penggugat karena 
tidak menyetorkan hasil penjualan sebesar Rp. 556.168.000,- (Lima ratus lima 
puluh enam seratus enam puluh delapan ribu rupiah). 
2. Kerugian imateriil yaitu ketidaktercapaiannya keuntungan yang seharusnya 
diperoleh Penggugat bila barang-barang tersebut dibayar tepat waktu oleh 
Tergugat, karena uang tersebut jika diputar untuk usaha setiap bulannya, 
terhitung sejak bulan Februari 2018 sampai dengan barang-barang tersebut 
dibayar lunas, Penggugat mengalami kerugian Rp. 320.000.000 (Tiga ratus dua 
puluh juta rupiah).  
Berdasarkan bukti-bukti surat Penggugat dengan saksi-saksi Penggugat, 
semuanya saling bersesuaian, saling berkaitan satu sama lainnya dan saling 
berhubungan sehingga pokok-pokok keterangan yang diberikan saksi yang 
menerangkan bahwa Penggugat membawa kartu perdana dalam bentuk box yang 
jumlahnya banyak sekali yang dibawanya dengan menggunakan mobil yang 
dikendarai oleh Penggugat dan barang tersebut diberikan pada Tergugat dan pada 
waktu itu tidak ada pembayaran. Hal tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, 
sehingga dapat dikatakan sebagai suatu kebenaran atas suatu fakta atau peristiwa 
hukum yang langsung berkenaan dengan perkara yang disengketakan.  
Bahwa pokok permasalahan dalam kasus nomor 28/Pdt.G/2018/PN.Pml yaitu 
Tergugat telah melakukan perbuatan atau tindakan wanprestasi dikarenakan 
Tergugat tidak tepat waktu terhadap pengambilan barang dan pembayaran/setoran 
barang yang telah dibuktikan berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Penggugat. 
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Dengan demikian dapat nyatakan bahwa Tergugat sah menurut hukum mempunyai 
hutang kepada Penggugat sejumlah Rp. 556.168.000,- (Lima ratus lima puluh enam 
seratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan telah melakukan tindakan wanprestasi.  
Sebagaimana pokok persengketaan/permasalahan bahwa Tergugat telah 
melakukan tindakan wanprestasi, maka Tergugat bertanggung jawab terhadap 
hutang-hutang kepada Penggugat sehingga sudah seharusnya menghukum Tergugat 
untuk membayar hutang sebesar Rp. 556.168.000,- (Lima ratus lima puluh enam 
seratus enam puluh delapan ribu rupiah), secara tunai dan kontan, selanjutnya uang 
hasil pembayaran hutang tersebut digunakan untuk pembayaran hutang dari 
Penggugat ke Turut Penggugat II.  
Terkait kerugian imateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga 
ratus dua puluh juga rupiah), dikarenakan Tergugat tidak membayar hutang kepada 
Penggugat sehingga jika uang tersebut dibayar tepat waktu dan dapat diputar untuk 
usaha setiap bulannya, terhitung sejak bulan Februari 2018 sampai dengan barang-
barang tersebut dibayar lunas. Namun dalam kondisi tersebut Penggugat tidak dapat 
membuktikan secara rinci tentang kerugian secara imateriil tersebut baik dengan 
bukti surat ataupun lainnya. Dengan demikian sesuai pedoman dalam pemenuhan 
gugatan Immateriil Mahkamah Agung dalam Putusan Perkara Peninjauan Kembali 
No. 650/PK/Pdt/1994 yang isinya “Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUH 
Perdata, ganti kerugian immateriil hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja 
seperti perkara kematian, luka berat dan penghinaan, maka tuntutan ganti rugi 
immateriil akibat wanprestasi tidak diterima.  
Berdasarkan uraian di atas, akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian 
kerjasama pengambilan barang dan pembayaran pada putusan nomor 
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28/Pdt.G/2018/PN.Pml didasarkan pada Pasal 1243 KUH Perdata, bahwa 
penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan 
mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan Ialai, tetap lalai untuk 
memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya 
hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang 
telah ditentukan. Karena Tergugat telah dinyatakan melakukan wanprstasi maka, 
sesuai Pasal 1246 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa biaya, ganti rugi dan 
bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan 
keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan 
perubahan yang disebut di bawah ini. 
Jadi akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian kerjasama pengambilan 
barang dan pembayaran pada putusan nomor 28/Pdt.G/2018/ PN.Pml didasarkan 
pada ketentuan Pasal 1246 KUH Perdata yaitu membayar kerugian yang telah 
diderita Penggugat yaitu menghukum Tergugat untuk membayar hutang sebesar 
sebesar Rp. 556.168.000,- (Lima ratus lima puluh enam seratus enam puluh delapan 
ribu rupiah), secara tunai dan kontan. Sedangkan kerugian immateriil terkait dengan 
keuntungan yang sedianya diperoleh Penggugat jika uang tersebut dibayar tepat 
waktu dan dapat diputar usahanya setiap bulannya terhitung sejak bulan Februari 
2018 sampai dengan barang-barang tersebut dibayar lunas tidak dapat diterima 
karena Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci tentang kerugian secara 






1. Dasar hukum perjanjian kerja sama pengambilan barang dan pembayaran pada 
putusan nomor 28/Pdt.G/2018/PN.Pml, yaitu mengacu pada asas kebebasan 
berkontrak sepanjang telah memenui syarat-syarat sahnya perjanjian. Ketentuan 
tersebut diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) dan Pasal 1320 KUH Perdata. 
Perjanjian kerjasama pengambilan barang dan pembayaran merupukan wujud 
persetujuan Tergugat yang telah mengambil barang kepada Penggugat yang 
dituangkan dalam bukti kuitansi pembayaran dari Bambang Nurpujo sebesar 
Rp. 529.468.000,- yang diberikan pada Achmad Faozi Pratama guna 
pembayaran kartu perdana internet Telkomsel tertanggal 26 Februari 2018 yang 
pada saat itu tidak ada pembayaran.  
2. Akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian kerjasama pengambilan barang dan 
pembayaran pada putusan nomor 28/Pdt.G/2018/ PN.Pml didasarkan pada 
ketentuan Pasal 1246 KUH Perdata yaitu membayar kerugian yang telah diderita 
Penggugat yaitu menghukum Tergugat untuk membayar hutang sebesar sebesar 
Rp. 556.168.000,- secara tunai dan kontan. Sedangkan kerugian immateriil 
terkait dengan keuntungan yang sedianya diperoleh Penggugat jika uang 
tersebut dibayar tepat waktu terhitung sejak bulan Februari 2018 sampai dengan 
barang-barang tersebut dibayar lunas tidak dapat diterima karena Penggugat 





1. Sebelum melakukan perjanjian kerjasama, sebaiknya kedua belah pihak 
mempelajari terlebih dahulu mengenai prestasi masing-masing pihak dalam 
perjanjian dan hendaknya dalam melakukan perjanjian kerjasama, teransaksi-
teransaksi yang berhubungan dengan perekonomian sesuai dilakukan dengan 
profesional dengan melaksanakan kewajiban masing-masing pihak agar tidak 
terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian.  
2. Hendaknya para pihak dalam melaksanakan perjanjian dapat mentaati segala 
hak dan kewajiban yang telah disepakati dalam klausa perjanjian, sehingga tidak 
terjadi sengketa atau perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama. 
Apabila terjadi perselisihan atau sengketa terkait dengan adanya wanprestasi 
salah satu pihak, diharapkan para pihak dalam menyelesaikan perselisihan yang 
timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian tersebut melalui musyawarah 
untuk mufakat. Namun jika tidak bisa diselesaikan dengan musyawarah dapat 
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